
 
 

Halaman 1 dari 58 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

RESUME HASIL REMOTE AUDIT PENILAIAN KINERJA PHPL 

PENILIKAN KE-1 S-PHPL  

PADA IUPHHK-HT PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

TANGGAL 29 Juni – 3 Juli 2020 

 

 1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL) 

 

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda 

Telpon 0541-747798 

c. Email :  trustindoprimakarya@gmail.com

d. Akreditasi KAN sebagai 

LPPHPL 
: 

Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa 

berlaku  27 September 2016 s.d. 26 September 2020. 

e. Penetapan sebagai LPI 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/ 

PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal  18 Oktober 2016 

f. Penanggung Jawab 

Kegiatan 

: Ir. Kurnia, IPU  

g. Tim Pengambil 

Keputusan 

 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua) 

2. Ir Rudy Setyawan (Anggota) 

h. Tim Audit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Fungsi / Jabatan 

1. Ir Harijadi Auditor PHPL bid. Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit 

2. Bayu Satria Pramana, S.Hut Auditor PHPL bid. Ekologi & VLK Hutan  

3. Wuri Pratini Hawiati, S.Hut Auditor PHPL bid. Produksi 

4. R.r Arwita Andharu, S.Hut Auditor PHPL bid. Sosial 
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 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE 

a. Nama Unit Manajemen : PT Industrial Forest Plantation 
b. Alamat Kantor : Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru,  

Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan 
c. Email  : jaka_suyudiono@santanborneo.com  
d, Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman  

(IUPHHK-HT) 
e. SK IUPHHK-HT : No. SK.664/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009  

Jo. SK.678/Menhut-II/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 
f. Luas dan Lokasi Areal 

IUPHHK-HT 
: 100.989,40 Hektar di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah 

g. Pengurus Badan Usaha : 1. Komisaris UTama : I Made Suarjana 
2. Direktur : Soeprijadi 

h. MR Audit Penilikan Ke-1 : Yustinus Sarono 

 

 3. RINGKASAN TAHAPAN  

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-1 (kesatu) S-PHPL PT Industrial Tempat virtual room

Forest Plantation menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 259 951 4497 

trustindo, dengan hasil sebagai berikut : 

NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

1. Koordinasi dengan 

instansi Kehutanan 

SEBELUM penilaian 

 

 

29 Juni 2020 

 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah 

sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat 

pengantar dari Direktur UHP. 

 Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil 

(out put) kegiatan penilaian serta memintakan 

dukungan dan masukannya. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Waluyo  Budi Setiyono, S.Hut (Dinas Kehutanan 

Prov. Kalimantan Tengah). 

2) Beny Budiansyah, S.Hut (BPHP Wilayah X 

Palangkaraya) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

2. Pertemuan 

Pembukaan 

 

 

29 Juni 2020 

 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

 Perkenalan Tim Audit. 

 Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang 

digunakan dan cara kerja remote audit, serta 

kriteria temuan audit. 

 Konfirmasi terkait permintaan data audit dan 

personil pendamping, protokol Covid-19, 

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan 

mailto:jaka_suyudiono@santanborneo.com
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

tindak lanjutnya. 

b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan 

absen secara elektronik. 

 

3. 

 

Verifikasi Dokumen 

dan Lapangan 

 

 

Room 1 

Room 2 

Room 3 

Room 4 

 

29 Juni - 2 

Juli 2020 

a. Ruang lingkup penilaian mencakup : 

1) Kinerja PHPL pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier dan  indikator  pada kriteria 

prasyarat, produksi, ekologi dan sosial sesuai             

L-1.2 Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/ 2016. 

2) Verifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HT dengan 

menggunakan verifier sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL 

No. P.14/SET/PHPL/4/2016 

b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan 

secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : 

1) Room 1 untuk kriteria prasyarat.  

2) Room 2 untuk kriteria produksi. 

3) Room 3 untuk kriteria ekologi dan VLK Hutan. 

4) Room 4 untuk kriteria sosial. 

c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : 

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM 

(auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan 

UM pada rentang 1 (satu) tahun terakhir 

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui : 

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video 

(MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat. 

b) permintaan isian quesioner atau tabel 

pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai 

form yang diberikan auditor. 

d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap 

verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-

12 Rev. M). 

e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam 

(recording). 

 

4. 

 

Pertemuan 

Penutupan 

 

 

 

3 Juli 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria 

penilaian  kinerja PHPL dan pemenuhan standar 

VLK. 

2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja 

PHPL. 

3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya. 

4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit 

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil 

keputusan Penilikan Ke-1 dari LPPHPL PT 
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NO. TAHAPAN WAKTU DAN 

ZOOM ROOM 

RINGKASAN CATATAN KEGIATAN 

Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. 

b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

5. Koordinasi dengan 

instansi Kehutanan 

SETELAH penilaian 

 

 

3 Juli 2020 

Room Utama 

 

a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau 

mengkonfirmasikan perihal : 

1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit 

manajemen. 

2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang 

disampaikan saat koordinasi awal. 

3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK 

pada proses Penilikan Ke-1 PHPL pada IUPHHK-

HT PT Industrial Forest Plantation. 

b. Rapat koordinasi dihadiri oleh : 

1) Waluyo  Budi Setiyono, S.Hut (Dinas Kehutanan 

Prov. Kalimantan Tengah). 

2) Beny Budiansyah, S.Hut (BPHP Wilayah X 

Palangkaraya) 

c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan 

absensi secara elektronik. 

6. Pengambilan 

Keputusan 

Samarinda 

14 Juli 2020 

1. Rapat tinjauan laporan audit Penilikan Ke-1 S-PHPL  

pada PT Industrial Forest Plantation dilakukan pada 

tanggal 11 Juli 2020 secara virtual (recording dan 

absensi elektronik). 

2. PT Industrial Forest Plantation dinyatakan LULUS 

standar penilaian kinerja PHPL pada IUPHHK-HT 

sesuai  keputusan audit Penilikan Ke-1 yang dibuat  

oleh Pengambil Keputusan LPPHPL PT Trustindo 

Prima Karya No. 17/SPHPL-IFP/P1/07.2020 Tanggal 

14 Juli 2020. 
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 4. RESUME HASIL  PENILAIAN KINERJA PHPL  

 

KRITERIA PRASYARAT 
INDIKATOR 1.1 

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI 

NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

 

1 

1.1.1. 

Ketersediaan dokumen 

legal dan administrasi tata 

batas (PP,  SK IUPHHK-

HT, Buku TBT, Peta TBT) 

(CD) 

Baik 3 

Pada periode penilikan ke-1 atau selama 1 tahun terakhir 

keberadaan dokumen legal (izin usaha dan pendirian 

perusahaan) maupun administrasi tata batas  (Buku TBT, 

Peta TBT) yang dimiliki oleh PT Industrial Forest Plantation 

tidak ada perubahan. 

Dokumen Legal terkait izin usaha tersebut meliputi : 

- Tersedia SK IUPHHK No : SK.664/Menhut-II/2009 

Tanggal 15 Oktober 2009 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri 

Kepada PT Industrial Forest Plantation dengan Luas 

Areal : 101.840 Ha. 

- Tersedia SK Penetapan No. : SK.678/Menhut-II/2014 

tanggal 13 Agustus 2014 Tentang Penetapan Batas 

Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT 

Industrial Forest Plantation dengan Luas Areal : 

100.989,40 Ha 

Dokumen Legal terkait dengan izin pendirian perusahaan 

meliputi : 

1. Tersedia Akte Pendirian No. 23 Tahun 20 Februari 2008 

Notaris Ellys Nathalina, SH, MH di Palangkaraya; SK 

Menkumham No. AHU-23586.AH.01.01.TAHUN 2008 

Tanggal 07 Mei 2008 

2. Tersedia Akte Perubahan Terakhir No. 02 Tahun 2019 

Notaris Esther P.E. jovina, SH. M.Kn.; SK Menkumham 

No AHU-AH.01.03-0143302 Tanggal 12 Maret 2019, 

dengan Susunan Pengurus tidak ada perubahan, yaitu : 

- Komisaris : I Made Suarjana; 

- Direktur : Soeprijadi 

Dan Susunan Pemegang Saham :  

- PT Borneo Hijau Lestari : 700 Lembar 

- PT Borneo Foresta Industri : 300 Lembar 

3. Tersedia NIB. No 8120200961142 Tanggal 14 

September 2018 

4. Tersedia NPWP No. 02.676.283.1-711.000  

Dokumen Tata Batas terkait realisasi penataan batas luar 

areal kerja IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation yang 

sudah mencapai mencapai 100 % (Temu Gelang) dengan 

Panjang tata batas 182.807,46 Meter, sesuai dengan 

dokumen tata batas sebagai berikut : 

1. Tersedia Dokumen Pedoman TBT No. 256/PB/IUPHHK-

HT/2011 Tanggal 23 Desember 2011 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. Tersedia Dokumen Instruksi Kerja No. INST.49/VII/BPKH 

V-3/2013 Tanggal 20 April 2012; 

3. Tersedia Buku TBT No 144/BPKH.XXI-3/2013 Panjang 

182.807,46 Meter 

2. 1.1.2. 

Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB) 

(D) 

Baik 6 

Seperti verifier 1.1.1 diatas maka diketahui bahwa realisasi 

penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation telah mencapai 100 % atau sudah temu gelang, 

dengan panjang batas luar sepanjang 182.807,46 Meter, 

terdiri dari :  

1. Batas sendiri sekaligus batas fungsi kawasan hutan HP 

dan HPT sepanjang 12.819,42 Meter; 

2. Batas sendiri buatan sepanjang 137.575,90 Meter;dan  

3. Batas persekutuan sepanjang 32.412,14 Meter 

Areal IUPHHK-HT PT Industrial Forest Plantation telah 

dikukuhkan dengan SK Penetapan sesuai SK Menhut No. 

SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang 

Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan 

Tanaman PT Industrial Forest Plantation seluas 100.989,40 

Ha. 

3. 1.1.3. 

Pengakuan para pihak 

atas eksistensi areal 

IUPHHK kawasan hutan 

(BATB) 

(CD) 

Sedang 2 

Walaupun penataan batas areal kerja PT IFP sudah mencapai 

100 % (Temu Gelang) dan memiliki kekuatan hukum sesuai 

SK. SK Penetapan No. : SK.678/Menhut-II/2014 tanggal 13 

Agustus 2014, yang berarti secara yuridis sudah mendapat 

pengakuan dari pihak pemerintahan, namun di dalam areal 

IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation masih 

terdapat/tidak terdapat konflik /klaim lahan dengan warga 

masyarakat setempat yang memiliki pemukiman, perkebunan 

(karet dan sawit, dll), perladangan  dan rumah walet, serta 

tumpang tindih dengan izin usaha lain (PT Bumi Kencana 

Sentosa). 

Sesuai hasil audit tahun 2019 diketahui terdapat 26 klaimer 

dengan klaim lahan total seluas 49.227,4 Ha dan progress 

penyelesaian klaim lahan s/d bulan April 2019 seluas 315,6 

Ha, sehingga sisa klaimer yaitu tetap 26 klaimer dengan luas 

48.911,8 Ha. 

Tersedia data rekapitulasi laporan monev konflik lahan per 1 

Juni 2019 terdapat penyelesaian konflik sebanyak 4 klaimer 

dengan seluas 26.867,70 Ha, yaitu sbb : 

1. PT Bumi Kencana Sentosa seluas 2.000 Ha (SK IPPKH 

Tambang Zircon yang sudah berakhir), sisa klaim 0 Ha 

2. Kelompok Tani Penghijauan Yayasan Ubuditah seluas 

10.400 Ha, sisa klaim 0 Ha 

3. Kelompok Tani Tepian Bor Mandiri dan Kelompok Tani 

Upak Batarung (H.Taufik) seluas 220,3 Ha, sisa klaim 

seluas 20.489,70 Ha 

4. CV. Jaya Raya seluas 14.274,40 Ha, sisa klaim 0 Ha 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Namun selama periode audit juga terdapat klaim baru 

sebanyak 4 klaimer dengan total seluas 38 Ha, dan terdapat 

progress penyelesaian melalui kemitraan/PHBM seluas 28,6 

Ha, dan masih ada sisa 4 klaimer seluas 9,4 Ha, dengan 

rincian sbb : 

1. Nama : Manda, sisa kliam seluas 5,0 Ha, dan dapat 

diselesaikan melalui PHBM seluas 15 Ha; 

2. Nama : Popong, sisa klaim seluas 2,4 Ha, dan dapat 

diselesaikan  melalui PHBM seluas 5,6 Ha; 

3. Nama : Indit, sisa klaim seluas 1,0 Ha, dan dapat di 

selesaikan melalui PHBM  seluas 4 Ha;  

4. Nama : Tinung, sesia klaim seluas 1,0 Ha, dan dapat  

diselesaikan melalui PHBM seluas 4 Ha.  

Terdapat Laporan realisasi Kemitraan Kehutanan (PHBM) 

tahun 2019 dengan 12 warga masyarakat setempat dengan 

luas 44,9 Ha (termasuk 4 klaimer dari desa Humbang Raya 

dengan luas 28,6 Ha, seperti diatas). 

Sehingga sisa progress konflik lahan sampai dengan 

penilikan ke-1 tahun 2020 yaitu sebanyak 27 klaimer dengan 

sisa klaim lahan seluas 22.053,5 Ha. 

Sesuai dengan Laporan penyelesaian konflik selama periode 

audit penilikan ke-1 maka dapat disimpulkan bahwa upaya 

PT. IFP dalam menyelesaikan konflik lahan dilakukan 

secara terus menerus dan realisasi selama 1 tahun 

terakhir telah mengurangi luas klaim lahan walaupun 

jumlah klaimer lahan bertambah, karena muncul 

klaimer baru sebanyak 4 orang /klaimer, namun belum 

berhasil diselesaikan sesuai dengan luas yang di klaim.  

4. 1.1.4. 

Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 

perubahan fungsi 

kawasan. Apabila tidak 

ada perubahan fungsi 

maka verifier ini menjadi 

Not Aplicable. 

(CD) 

Baik 3 

Selama 1 tahun terakhir atau periode penilikan ke-1 tidak ada 

perubahan dokumen yang tersedia dan di verifikasi terkait 

verifier 1.4.1, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada areal 

IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation terdapat 

perubahan fungsi Kawasan sesuai peta penafsiran citra satelit  

yang merupakan hasil penafsiran dari liputan citra tanggal 31 

Januari 2018 (No. S.224/IPSDH/PSDH/ PLA.1/5/ 2018 tanggal 

07 Mei 2018) menjelaskan bahwa pada areal IUPHHK-HT PT 

Industrial Forest Plantation terdapat perubahan fungsi hutan 

menjadi sebagai berikut : 

- HP  : 100.658,69 Ha 

- APL  : 330,71 Ha 

Selain itu pada areal kerja terdapat perubahan fungsi 

Kawasan berupa perubahan areal Kawasan Perlindungan 

Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya dan Areal Efektif 

untuk Produksi Menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 

(FLEG) seluas 5.714,76 Ha 

Atas perubahan Kawasan menjadi FLEG maka PT Industrial 
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NO 
NOMOR, JUDUL & 

BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Forest Plantation belum/ telah melakukan revisi dokumen 

perencanaan berupa Revisi RKUPHHK-HT dan saat ini sudah 

disahkan sesuai  dengan SK. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No 1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 

tanggal 5 Maret 2018, dan dokumen tersebut sudah di 

verifikasi pada sertifikasi awal tahun 2019. 

Sesuai dengan penjelasan dari pendamping auditor prasyarat 

(Bpk. Jaka Suyudiono) maka diketahui bahwa PT IFP masih 

dalam proses penyusunan Revisi RKUPHHK-HT yang 

mengacu PermenLHK Nomor : 

P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang 

Pembangunan HTI, dimana areal tanaman pokok dan areal 

tanaman kehidupan ditiadakan dan Penataan Areal Kerja 

IUPHHK-HTI menjadi : 

1. Areal Budi Daya (warna kuning di Peta); 

2. Kawasan Lindung (warna merah di Peta), termasuk 

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG). 

5. 1.1.5. 

Penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan 

(Apabila tidak ada 

penggunaan kawasan di 

luar sektor Kehutanan 

maka ve-rifier ini menjadi 

Not Aplicable). 

(CD) 

Sedang 2 

Sesuai dengan hasil Analisa verifier 1.3.1 terkait dengan data 

jumlah klaim lahan di dalam areal kerja PT IFP, maka jelas 

bahwa manajemen PT IFP telah berupaya melakukan 

pendataan klaim lahan atau penggunaan Kawasan hutan di 

luar sector kehutanan setiap tahun untuk dilakukan 

penyelesaian oleh bagian SSL PT IFP. 

Sesuai dengan data yang tersedia maka diketahui bahwa 

masih ada penggunaan Kawasan hutan oleh masyarakat yang 

belum ter-indentifikasi sehingga ada penambahan klaimer 

walaupun terdapat upaya penyelesaian klaim oleh PT IFP 

yang dapat mengurangi luas klaim, dan selama 1 tahun 

terakhir terdapat realisasi penyelesaian meliputi : 

1. 4 klaimer seluas 26.867,70 Ha (termasuk perusahaan 

tambang Zircon PT Bumi Kencana Sentosa 

2. 4 klaimer seluas 28,6 Ha (Kemitraan/PHBM) 

Namun hasil pendataan penggunaan Kawasan hutan di luar 

sector kehutanan yang sebagian besar merupakan klaim 

lahan yang berasal dari masyarakat setempat untuk 

pertanian, perkebunan, dan pemukiman, belum pernah 

dilakukan pelaporan kepada instansi terkait sesuai dengan 

Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP/PHPL.2/2016,  

tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pementaan 

Potensi dan Resolusi Konflik, dimana PT IFP diwajibkan 

membuat laporan per semester kepada Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalteng dan BPHP Wlayah X Palangkaraya. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/18) 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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 KRITERIA PRASYARAT
INDIKATOR 1.2 

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.2.1.  

Keberadaan dokumen visi, misi dan 

tujuan perusahaan yang sesuai 

dengan PHL 

(CD) 

Baik 3 

Selama 1 tahun terakhir tidak ada perubahan dokumen 

VISI dan MISI yang ditetapkan oleh Direksi PT Industrial 

Forest Plantation dan telah disahkan sesuai dengan SK 

Direksi PT Industrial Forest Plantation No. 

SK/01/IFP/II/2019 tanggal 26 Januari 2019, dan Visi dan 

Misi PT Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan 

kerangka pengelolaan hutan lestari 

1.2.2.  

Sosialisasi visi, misi dan tujuan 

perusahaan 

(CD) 

Baik 3 

Selama periode penilikan ke-1 terdapat kegiatan 

Sosialisasi dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan 

kepada level karyawan, pekerja dan masyarakat sekitar 

areal kerja. 

Berdasarkan verifikasi dokumen Berita Acara Sosialisasi 

Terpadu maka diketahui bahwa VISI dan MISI PT IFP telah 

di sosialisasikan, sesuai dengan dokumen BA sbb : 

1. BA Sosialisasi Terpadu RKT 2019 PT IFP dengan 

Masyarakat tanggal 30 September 2019 yaitu Dusun 

Tanjung Jaya, Desa Moroi Raya, Kec. Mantangai  

tanggal 30 September 2019, tidak terlampir Daftar 

Hadir namun hanya terdapat tanda tangan Askep 

SSL (Berto Nanyan) yang membuat dan Diketahui 

oleh Estate Manager (Yustinus Sarono) serta Kepala 

Dusun Tanjung Jaya (Rajidanus); 

2. BA Sosialisasi Terpadu RKT 2020 dengan 

Masyarakat Desa Gawing tanggal 27 Juni 2020, tidak 

terdapat Daftar Hadir namun hanya tanda tangan 

Askep Humas PT IFP (Berto Nanyan) dan Diketahui 

Estate Manager (Yustinus Sarono) serta Kepala Desa 

Gawing (Deklin)…padahal SK. RKT Tahun 2020 

terbit pada awal Januari 2020. 

Sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan dilakukan saat 

acara briefing pagi di depan Kantor Base Camp Lahei 

yang diberikan oleh Estate Manager atau pada saat 

pertemuan resmi diruang rapat (meeting), selain itu 

terdapat Baner Visi dan Misi PT IFP di Kantor Base Camp 

Lahei pada tempat yang strategis agar mudah terlihat dan 

dibaca oleh karyawan ataupun tamu perusahaan. 

1.2.3.  

Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi  PHL 

(D) 
Sedang 4 

Selama 1 tahun terakhir kinerja PT IFP diketahui bahwa 

implementasi  PHL hanya SEBAGIAN sesuai dengan VISI 

dan MISI Perusahaan.  

Kesimpulan tersebut berdasarkan hasil penilaian dari 

setiap aspek kegiatan selama 1 tahun terakhir yang 

meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial. 

Hasil penilaian secara ringkas sebagai berikut : 

1. Keberadaan Ganis PHPL masih kurang 9 orang atau 
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belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

2. Target pembukaan lahan dan penanaman pada RKT 

2019 tidak tercapai sehingga harus di Carry Over di 

RKT 2020; 

3. Sosialisasi Kegiatan RKT 2019 kepada Desa yang 

terkena dampak belum secara keseluruhan; 

4. Konflik lahan masih terjadi walaupun ada upaya 

penyelesaian secara terus menerus dan laporan 

yang dibuat belum mengacu No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1 /2/2016 tentang Pedoman 

Pemetaan Potensi  dan Resolusi Konflik pada 

Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi 

Dan selengkapnya dapat diuraikan pada hasil penilaian 

setiap Kriteria (Prasyarat, Produksi, Ekologi dan Sosial)  

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (10/12) x 100% = 88,89 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

 KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3. 

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung 

Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan 

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3.1.  

Keberadaan tenaga profesional 

bidang kehutanan di lapangan pada 

setiap bidang kegiatan pengelolaan 

hutan sesuai ketentuan yang 

berlaku 

(CD) 

Buruk 1 

Sesuai dengan dokumen keberadaan Ganis per Juni 2020 

maka diketahui bahwa jumlah Ganis PHPL yang dimiliki 

PT IFP sebanyak 18 orang Ganis PHPL  sebagaimana 

daftar tabel 1.3.1 pada daftar tabel isian prasyarat, 

sebagai berikut : 

No 

Jenis 

Tenaga 

Teknis 

Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha) 

Luas 100.000 

-  <200.000 

*) 

PT IFP  

100.989,

4 Ha 

Keteran

gan 

1 Kurpet 1 1  Cukup 

2 Canhut 6 3 Kurang 3 

3 Nenhut 4 3 Kurang 1 

4 Binhut 8 5 Kurang 3 

5 PKB-R 8 6 Kurang 2 

 JUMLAH 27 18 Kurang 9  

*) Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor 

P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015 

Sesuai dengan SE.01/PHPL/IPHH/HPL.4/I/2020 tentang 
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Pelaksanaan Penetapan Ganis PHPL, setelah penetapan 

MenLHK P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang 

Ganis PHPL dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 

pada Hutan Produksi mulai berlaku tanggal 10 Desember 

2019, beberapa kegiatan dalam pelaksanaan penetapan 

Ganis PHPL mengalami perubahan, antara lain : 

1. Penetapapan Ganis /Sertifikasi profesi Ganis PHPL 

diperoleh melalui uji kompetensi profesi Ganis PHPL 

yang dilakukan oleh LSP yang telah mendapat 

Lisensi dari BNSP dan diregistrasi oleh KemenLHK 

c.q. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM; 

(Belum ada LSP yang mengadakan Diklat Ganis 

PHPL). 

2. Penetapan Ganis PHPL dilakukan dengan 

memberikan nomor register melalui SIGANISHUT; 

(Hal ini belum dilakukan oleh Ganis PHPL dari PT 

Industrial Forest Plantation seperti penejlasan MR). 

1.3.2.  

Peningkatan kompetensi SDM 

(D) 

Baik 6 

Selama 1 tahun terakhir terdapat Diklat pada PT IFP pada 

tahun 2019 (Mei s/d Des 2019) dan tahun 2020 (Jan s/d 

bulan Juni 2020) maka diperoleh realisasi Diklat, pada PT 

IFP telah tercapai 83,11 % dari rencana kebutuhan. 

Dikat yang diselenggarkan PT IFP meliputi INHOUSE 

TRAINING (I) dan OUT HOUSE TRAINING (E) seperti 

Diklat Ganis Binhut sebanyak 3 orang pada bulan Agustus 

2019 yaitu : 

1. Yuseros Harjadinata,  

2. Fajar Elyana, dan  

3. Danang Setyo Wijanarko;  

Penilaian Kinerja Ganis PHPL sebanyak 20 orang pada 

bulan Oktober 2019, yaitu : Imam Suroto, Afifah Annis 

Tyaningrum, Hamzah Shafwa, Ramadi, Frannindo Junaidi, 

Herusli, Danang Setyo Wijanarko, Yuseros Harjadinata, 

Fajar Elyana, Riswandy Mansyah, Ikrami Jannatan, Iwan 

Mulyawan, Sunardi, Dody Supryanto, Dwi Prasetyo, Anja 

Syarifuddin, Tasin, Juang Abdul Halim Siregar, Aleh Lane, 

Andys Rissa Pasulu. 

Kemudian selama 1 tahun terakhir juga terdapat Ganis 

PHPL yang berhenti/mengundurkan diri sebanyak 6 orang 

yaitu : 

1. Fajar Elyana (GANIS PHPL-BINHUT) 

2. Cesman Beri (GANIS PHPL-BINHUT) 

3. Ricky Philips (GANIS PHPL-BINHUT) 

4. Tasin (GANIS PHPL-NENHUT) 

5. Ilham Nurfarid (GANIS PHPL-PKB-R) 

6. M. Fadli Ilmi (GANIS PHPL-PKB-R) 

1.3.3.  

Ketersediaan dokumen Baik 6 
Selama 1 tahun terakhir diketahui bahwa PT Industrial 

Forest Plantation telah memiliki dokumen 

ketenagakerjaan lengkap dan berupaya menerapkan 
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ketenagakerjaan 

(D) 

ketentuan normatif yang berlaku untuk ketenagakerjaan 

seperti : 

1. Kebebasan berserikat/ Serikat Pekerja 

2. PP / PKB dan pengesahannya 

3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

4. Penerapan Upah Minimum 

5. BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan 

6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. 

Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor 

Lapangan (Base Camp Lahei, Kapuas) sepenuhnya 

tersedia lengkap, dan didukung bagian administrasi HRD 

di HO Balikpapan. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (13/15) x 100% = 86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 

 

 

  KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4. 

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan 

Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI  

NOMOR, JUDUL & BOBOT 

VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.4.1.  

Kelengkapan unit kerja perusahaan 

dalam kerangka  PHPL 

(D) 

Baik 6 

Forest Plantation yang menjadi kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari 

yang ditetapkan melalui SK Direksi No SK/01/IFP/I/2020 

tanggal 6 Januari 2020 

Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan 

organisasi dan job description atau uraian tugas pada 

masing-masing jabatan. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan pendamping 

Prasyarat (Bpk. Jaka Suyudiono) bahwa perubahan SO PT 

IFP dikarenakan pihak management telah menambah 1 

jabatan Manager Plantation sehingga ada 2 Manager 

Plantation yang masing masing mempunyai wilayah kerja 

yaitu Manager Plantation SEKTOR TJY (Tanjung Jaya) dan 

Manager Plantation SEKTOR TPH (Tumbang Raya). 

Sehingga diharapkan target penanaman dapat dicapai 

sesuai target yang direncanakan pada setiap RKT. 

Pada Bagan SO PT IFP sebagian besar jabatan telah terisi 

oleh personil/karyawan, artinya selama 1 tahun terakhir 

terdapat upaya manajemen untuk menempatkan karyawan 

pada jabatan yang tahun 2019 kosong (belum terisi), 

hanya pada SO tahun 2020 terdapat jabatan yang kosong 

yaitu Manager SSL dan dan Admin GA. 
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1.4.2.  

Keberadaan perangkat Sistem 

Informasi Manajemen dan tenaga 

pelaksana 

(CD) 
Baik 3 

PT Industrial Forest Plantation telah sepenuhnya memiliki 

peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan 

pelaporan dengan menggunakan sistem informasi.  

Terdapat SK Direksi No 017/DIR/IFP/IX/2017 tanggal 10 

September 2017 tentang Penunjukkan karyawan sebagai 

penangungjawab Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan 

Operator pelaksana SIM pada masing-masing bagian. 

1.4.3.  

Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

(D) 

Sedang 2 

Tersedia SK. penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK 

Direktur PT Industrial Forest Plantation No. 

015/DIR/IFP/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dengan 

personil SPI tidak ada perubahan, sebagai berikut  :  

1. Ketua Tim    : Beni Riadi  

2. Anggota 1    : Starlie,  

3. Anggota 2    :  Nur Sudid   

4. Anggota 3    :  Lina 

Selama periode audit, Tim SPI PT Industrial Forest 

Plantation telah melakukan kegiatan monitoring dan 

evaluasi sebanyak 3 Kali sesuai dengan dokumen laporan 

SPI bulan Januari 2020, Februari 2020 dan Maret 2020. 

Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa kegiatan internal 

audit PT Industrial Forest Plantation belum berjalan 

dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan 

mencakup bagian operasional dan non operasional, 

karena Tim SPI yang ditetapkan oleh Direksi hanya pasa 

kegiatan Stok Opname (SO) Barang Logistik yang 

tersmpan di Gudang atau Ware House. 

1.4.4.  

Keterlaksanaan tindak koreksi  

manajemen berbasis hasil 

monitoring dan evaluasi 

(CD) 
Sedang 2 

Sesuai dengan Laporan Kinerja Tim SPI selama 1 tahun 

terakhir maka diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran 

tindak lanjut dari temuan hasil internal audit belum 

dijalankan secara keseluruhan di lapangan dan pada 

laporan tindak lanjut tidak diketahui apakah progresnya 

telah dilaksanakan atau masih dalam proses atau belum 

dilakukan. 

Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan 

pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan 

evaluasi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (15/18) x 100% = 83,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK (3) 
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1.5.1.  

Persetujuan rencana penebangan 

melalui peningkatan pemahaman, 

keterlibatan, pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

(CD) 

Sedang 2 

Pada periode audit terdapat penerbitan 2 (dua) RKT yaitu : 

1. RKTUPHHK-HTI tahun 2019 yang telah disahkan  

secara Self Approval sesuai dengan SK Direktur PT 

IFP No. SK.24/IFP-PLK/SSL-L/SK.DIR/VIII/2019, 

tanggal 6 Agustus 2019, dan Lampira Peta RKT 

Tahun 2019 Skala 1 : 50.000; 

2. RKTUPHHK-HTI tahun 2020 yang telah disahkan  

secara Self Approval sesuai dengan SK Direktur PT 

IFP No. SK.05/IFP-PLK/SSL-L/SK.DIR/I/2020, tanggal 

1 Januari 2020, dan Lampira Peta RKT Tahun 2020 

Skala 1 : 50.000; 

Dari verifikasi Peta RKT 2019 dan RKT 2020 yang di 

overlay dengan Peta Sebaran Desa di Dalam Areal Kerja 

PT IFP maka diketahui bahwa lokasi dari 2 RKT tersebut 

berada di wilayah Desa Moroi Raya dan Desa Humbang 

Raya. 

Terdapat dokumen BA Sosialisasi Terpadu  (Visi n Misi; 

Blok RKT; CSR/CD dan  Kawasan Lindung pada RKT 2019 

dan RKT 2020 dengan rincian penjelasan sebagai berikut 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. BA Sosialisasi Terpadu RKT 2019 PT IFP dengan 

Masyarakat tanggal 30 September 2019 yaitu Dusun 

Tanjung Jaya, Desa Moroi Raya, Kec. Mantangai  

tanggal 30 September 2019, tidak terlampir Daftar 

Hadir namun hanya terdapat tanda tangan Askep 

SSL (Berto Nanyan) yang membuat dan Diketahui 

oleh Estate Manager (Yustinus Sarono) serta Kepala 

Dusun Tanjung Jaya (Rajidanus); 

2. BA Sosialisasi Terpadu RKT 2020 dengan 

Masyarakat Desa Gawing tanggal 27 Juni 2020, tidak 

terdapat Daftar Hadir namun hanya tanda tangan 

Askep Humas PT IFP (Berto Nanyan) dan Diketahui 

Estate Manager (Yustinus Sarono) serta Kepala Desa 

Gawing (Deklin)…padahal SK. RKT Tahun 2020 

terbit pada awal Januari 2020. 

Keberadaan dokumen BA Sosialsiasi diatas sudah 

dikonfirmasi ke pendamping Prasyarat (Bpk. Irwan) dan 

hasilnya bahwa pihak PT IFP membenarkan bahwa 

kegiatan Sosialisasi Terpadu yang dilakukan tahun 2019 

pada 1 Desa yaitu Desa Moroi Raya dan tahun 2020 pada 

1 desa yaitu Desa Gawing. 

Sehingga kegiatan RKTUPHHK-HTI PT IFP tahun 2019 dan 

tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-

hak masyarakat setempat telah baru dikonsultasikan atas 

dasar informasi awal yang memadai (belum ada 

persetujuan tertulis). 
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1.5.2.  

Persetujuan dalam proses tata 

batas 

(D) 

Baik 6 

Selama 1 tahun terakhir tidak terdapat perubahan atau 

penambahan dokumen tata batas yang telah mencapai 

100 % (Temu Gelang) seperti verifier 1.1.2, sehinggga 

Proses tata batas PT Industrial Forest Plantation telah 

sepenuhnya disetujui oleh para pihak sesuai dengan 

dokumen Berita Acara Tata Batas yang sudah 

ditandatangani oleh para pihak.  

Namun di lapangan masih dijumpai adanya konflik berupa 

perambahan, pemukiman, perladangan dan perkebunan 

masyarakat serta terdapat kegiatan masyarakat lainnya, 

namun PT IFP terus menerus berupaya melakukan 

penataan batas partisiatif dengan masyarakat sekitar dan 

melakukan pendekatan dengan program CSR dan PHBM 

agar dapat meminimalisir adanya konflik batas antara 

masyarakat dan perusahaan. 

1.5.3.  

Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan  CSR/CD 

(D) 

Sedang 4 

Selama periode audit penilikan ke-1  diketahui PT 

Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen 

rencana Kelola sosial yang belum mengacu kepada 

dokumen RKT yang telah disahkan. 

Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat 

sekitar hutan namun belum sesuai dengan wilayah desa 

yang terkena dampak atau yang masuk lokasi RKT 2019 

dan RKT 2020, yaitu Desa Moroi Raya dan Desa 

Humbang Raya. 

Berdasarkan verifikasi dokumen BA Sosialisasi Terpadu 

tahun 2019 dan 2020, maka diketahui bahwa PT IFP 

dalam mem-proses persetujuan CSR/CD baru melibatkan 

Sebagian para pihak (minimal 50 %), yaitu 1 Desa di RKT 

2019 (Moroi Raya) dan 1 Desa di RKT 2020 (Gawing). 

1.5.4.  

Persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung 

(CD) 

Sedang 2 

Selama 1 tahun terakhir tidak terdapat perubahan lokasi 

kawasan lindung PT Industrial Forest Plantation, dimana 

Kawasan lindung tersebut telah mendapat persetujuan 

sesuai dokumen RKUPHHK-HTI PT IFP Periode 2017 – 

2026 yang telah disahkan sesuai No. SK.1009/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 5 Maret 2018, dan 

terdapat  SK.  Direktur PT IFP Nomor 019/DIR/IFP/III/2018 

tanggal 10 Maret 2018, yang menetapkan luas Kawasan 

lindung PT IFP seluas 15.798,70 Ha, yang terdiri dari : 

1. Sempadan Sungai seluas 3.559,94 Ha; 

2. KPSL seluas  3.194 Ha; 

3. KPPN seluas 3.330 Ha; 

4. Kawasan FLEG seluas 5.714,76 Ha. 

Sesuai dengan dokumen BA Sosialisasi Terpadu Tahun 

2019 dan 2020 maka diketahui bahwa Sosialisasi 

Kawasan Lindung yang masuk dalam kegiatan Sosialisasi 

Terpadu, dilakukan pada 2 Desa, yaitu Desa Moroi Raya 
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dan Desa Gawing. 

Berdasarkan overlay antar Peta Sebaran Desa dengan 

Peta RKT 2019 dan 2020, maka diketahui  bahwa 

persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung 

dari sebagian para pihak (minimal 50%). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (14/18) 100% = 77,76 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG (2) 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.1. 

Penataan Areal Kerja jangka Panjang dalam pengelolaan hutan lestari 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.1.1.  

Keberadaan dokumen rencana 

jangka panjang (management plan) 

yang telah disetujui oleh pejabat 

berwenang (d) 

 

Baik 3 PT Industrial Forest Plantation mempunyai 

dokumen RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 

2017-2026 telah disetujui dan disahkan melalui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 1009/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/3/ 2018 tanggal 05 Maret 2018 

tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 dalam 

rangka perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama 

PT Industrial Forest Plantation di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Sistem silvikultur yang 

diterapkan THPB dan tidak dikenai peringatan 

terkait pemenuhan kewajiban RKU 

2. 2.1.2  

Kesesuaian Implementasi penataan 

areal kerja di lapangan dengan 

rencana jangka panjang (D) 

 

 

Sedang 2 Implemetansi penataan areal kerja PT Industrial 

Forest Plantation RKT 2019 dan 2020 seluruhnya 

berada pada Blok RKUPHHK-HTI  periode 2017-

2026 yang disahkan, meskipun belum seluruh 

/hanya sebagian (> 50%) yang sesuai dengan 

RKUPHHK sesuai dengan rencana penataan areal 

kerja jangka panjang. 

3. 2.1.3.  

Pemeliharaan batas blok dan petak 

/ compartement kerja (CD) 

Baik 3 PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 

pemeliharan batas blok dan petak kerja RKT 

2019 dan 2020 dan seluruhnya terlihat dengan 

jelas di lapangan, 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (13 /15) x 100 % = 86,67% 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.2 

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem 

No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.2.1. 

Terdapat data potesi tegakan per 

tipe ekosistem yang ada (berbasis 

IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah 

Hutan). (D) 

Baik 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki data 

potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil 

survey potensi 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018, 

2019 dan 2020 dan  memiliki kelengkapan peta 

pendukungnya yaitu peta jalur survey skala 1 : 

50.000. 

2. 2.2.2. 

Terdapat informasi tentang riap 

tegakan (CD) 

Sedang 2 PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

Prosedur Pengukuran Riap Tegakan sesuai SOP 

Permanen Sample Plot No. 005-IFP-PLN-SOP 

Rev. 0 tgl. 01 Desember 2016. Sampai dengan 

Pelaksanaan Penilikan ke 1  bahwa PT Industrial 

Forest Plantation belum melaksanakan kegiatan 

PSP sesuai dengan SOP Permanen Sample Plot 

No. 005-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 Desember 

2016. Terkait dengan informasi riap tegakan 

didapatkan dari kegiatan inventarisasi tegakan 

berdasarkan Inventory Summary Report PMA 6, 

18 Month dan PHI 42 Month. 

3. 2.2.3. 

Terdapat perhitungan internal/self  

JTT berbasis data potensi/hasil 

inventarisasi  dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan tegakan 

(CD) 

 

Buruk 1 PT Industrial Forest Plantation belum 

memanfaatkan data potensi dan kondisi 

kemampuan pertumbuhan tegakan riap PUP untuk 

perhitungan internal / self JTT penghitungan JTT 

masih berdasarkan hasil ITSP Dan  belum 

melaksanakan pelaporan analisa riap PSP kepada 

instansi terkait  

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (9/12) x 100% = 75 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 
KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.3 

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan   
No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.3.1. 

Ketersediaan SOP seluruh tahapan 

kegiatan sistem silvikultur (D) 

Baik 3 SOP tahapan sistem silvikultur THPB  PT Industrial 

Forest Plantation tersedia lengkap sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan yaitu Lampiran Perdirjen 

Bina Prosukdi Kehutanan No. P.9./VI-BPHA/2009 

tgl. 21 Agustus 2009. 

2. 2.3.2. 

Implementasi SOP seluruh tahapan 

kegiatan sistem silvikultur (D) 

Sedang 2 PT Industrial Forest Plantation belum 

mengimplementasi seluruh SOP tahapan 

sistem silvikultur THPB, SOP yang belum 

dilaksanakan secara  maksimal adalah SOP 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

PSP dan Inventariasi Hutan. 

3. 2.3.3. 

Tingkat kecukupan potensi tegakan 

sebelum masak tebang (D) 

Baik 3 Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah 

yang mampu menjamin terjadinya kelestarian 

pemanenan berdasar hasil Laporan Pre 

Harversting Inventory (PHI) Tahun 2019 pada areal 

seluas 81.3 Ha didapatkan potensi tegakan 

sebelum masak tebang didapatkan rata-rata 135.64 

m3/Ha dan PHI umur 42 bulan pada tahun 2020 

pada 16 kompartemen pada estate A dan C seluas 

165, 2 Ha, terdapat total potensi sebesar 120,94 

M3/ ha 

4. 2.3.4. 

Tingkat kecukupan potensi 

permudaan (CD) 

Baik 3 Berdasarkan pelaksanaan Risalah Hutan / Laporan 

Plantation Monitoring Assesment Tahun 2019 

didapatkan potensi tanaman muda berumur 6 

Bulan dan 18 bulan masing-masing rata-rata 

sebesar 90.9 % dan 90.2 % dari jumlah tanaman 

perhektar. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (19/21) x 100% = 90,48%  

Nilai Kinerja Indikator BAIK  

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.4. 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.        

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.4.1. 

Ketersediaan prosedur 

pemafaatan/peng elo laan hutan  

ramah lingkungan (D) 

Baik 3 PT Industrial Forest Plantation Telah memiliki 

prosedur pemanfaatan / pengelolaan Hutan Ramah 

Lingkungan sesuai dengen keberadaan  ; SOP 

Microplanning No. 001-IFP-SW-SOP Rev. 0 tgl. 01 

Desember 2016,  SOP Microplanning (Mineral 

Soil) No. 012-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl. 01 

Desember 2016., SOP Residual Wood Assessment 

No. 002-IFP-PLN-SOP Rev. 0 tgl 01 Desember 

2016., SOP RIL Pasca Pemanenan (HOA & Ripping 

Soil ) No. 005-IFP-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desember 

2016., HQA (Harvesting Quality Assesment No. 

011-IFP-WS-WI Rev. 0 tgl 01 Desember 2016.Dan 

SOP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. 2.4.2. 

Penerapan Teknologi Ramah 

lingkungan (D) 

Sedang 2 Pada periode satu tahun terakhir (Blok RKT 2019 

dan 2020) terdapat implementasi kegiatan RIL 

yang diterapkan pada tahapan kegiatan Penyiapan 

Lahan berupa peta micro planning dan penandaan 

di lapangan, Sedangkan untuk kegiatan pemanenan 

pada Hutan Tanaman belum dilakukan. 

3. 2.4.3. Baik 3 Berdasarkan hasil perbandingan pohon berdiri 

(LHC) dan Produksi Kayu Bulat (LHP) pada petak 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Limbah pemanfaatan hutan minimal 

(CD) 
AJ11 dan X12 diperoleh data : 

a. Faktor Eksploitasi sebesar 76% untuk petak 

AJ11 dan 85 % untuk petak X12  

b. Limbah penebangan sebesar 24 % untuk petak 

AJ11 dan 15 % untuk petak X12 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (13/15) x 100% =  86,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 
KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.5. 

Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya 
No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.5.1. 

Keberadaan dokumen rencana kerja 

jangka pendek (RKT/RTT)  yang 

disusun berdasarkan rencana kerja 

jangka panjang (RKU/RPKH) dan 

disahkan sesuai peraturan yang 

berlaku  (Dinas Prov, self approval)  

(CD) 

Sedang 2 PT Industrial Forest Plantation mempunyai 

dokumen RKT 2019 dan 2020 lebih dari 50 

% yang disusun berdasarkan RKU dan 

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau 

yang disahkan secara self approval. Untuk 

RKT 2019 kesesuaian dengan RKU adalah ± 

65 % dan Untuk RKT 2020 kesesuainnya 

adalah ± 90%. 

2. 2.5.2. 

Kesesuaian peta kerja dalam rencana 

jangka pendek dengan rencana 

jangka panjang  (D) 

Sedang 2 PT Industrial Forest Plantation mempunyai peta 

kerja yang menggambarkan areal yang boleh 

ditebang/ dipanen / dimanfaatkan / ditanam / 

dipelihara beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung tetapi tidak 

seluruhnya sesuai dengan Peta RKU/RKT 

yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, 

misalnya untuk penataan batas blok RKT 

2019 dan 2020 belum selurhnya sesuai 

dengan RKU , keseuaian berdasarkan luas 

RKT 2019 adalah 65,15% dan RKT 2020 

adalah 90,23 %. 

3. 2.5.3. 

Implementasi peta kerja berupa 

penandaan batas blok tebangan/ 

dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 

dipelihara beserta areal yang 

ditetapkan sebagai kawasan lindung 

(untuk konservasi/ buffer zone/ 

pelestarian plasma nutfah/ religi/ 

budaya/ sarana prasarana dan,  

penelitian dan pengembangan). (D) 

Sedang 2 PT Industrial Forest Plantation telah 

mengimplementasi peta kerja RKT 2019 dan 

2020 berupa penandaan pada batas blok 

tebangan dan petak yang telah   dipanen / 

dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta 

areal yang ditetapkan sebagai kawasan 

lindung tetapi belum seluruhnya. 

4. 2.5.4 

Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan 

Sedang 2 Realisasi volume tebangan total, dan per 

kelompok jenis kurang dari 70% yaitu tahun 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

volume panen dengan dokumen 

rencana jangka pendek (D) 

RKT 2019 realissi tebang seluas 3.939 ha 

atau 52,33% dan 11.035,66 M3 atau 3,41% 

dari rencana tebangan tahunan, RKT 2020 

s/d Juni  realisasi luas 3.070,50 ha atau 

29,46% dan 4.013,62 M3 atau 1,28% dari 

rencana tebang tahunan, Lokasi panen 

terletak pada lokasi yang sesuai dengan RKT 

yang disahkan serta tidak melebihi luas yang 

direncanakan. 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (16 /21 ) x 100% =  66,67% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA PRODUKSI 
INDIKATOR 2.6. 

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan 

dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya 

manusia.      
No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 2.6.1. 

Kondisi kesehatan finansial (CD) 

Buruk 1 Berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit 

oleh akuntan public Ojak lumban Gaol tahun 

2019, PT Industrial Forest Plantation 

mempunyai nilai Likuiditas <100% yaitu 12 

%, Solvabilitas <100% yaitu 85 % , dan 

Rentabilitas : negatif, dan  

Catatan kantor akuntan publik terhadap 

Laporan Keuangan tahun buku terakhir 

adalah wajar semua hal yang material. 

2. 2.6.2. 

Realisasi alokasi dana yang cukup 

berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan yang dibuat sesuai dengan 

Pedoman Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi (yang 

telah diaudit oleh akuntan publik). 

(CD) 

Baik 3 Realisasi alokasi dana PT Industrial Forest 

Plantation tahun 2019 adalah >80% dari 

kebutuhan kelola hutan yang seharusnya 

berdasarkan laporan penatausahaan 

keuangan telah diaudit oleh akuntan publik 

yaitu sebesar 109,41 %. 

3. 2.6.3. 

Realisasi alokasi dana yang 

proporsional.(CD) 

 

Buruk 1 PT Industrial Forest Plantation dalam 

mengalokasikan dana tahun 2019 untuk 

seluruh bidang kegiatan tidak proporsional 

(perbedaan lebih dari > 50%) yaitu sebesar 

58,46%. 

4. 2.6.4. 

Realisasi pendanaan yang lancer 

(CD) 

Sedang 2 Realisasi pendanaan PT Industrial Forest 

Plantation Tahun 2019 untuk kegiatan teknis 

kehutanan lancar dapat dilihat dari realsasi 

alokasi dana dalam pengelolaan mencapai 
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No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

109,41%, namun beberapa kegiatan belum 

sesuai dengan tata waktunya, misalnya 

kegiatan pemanenan yang masih ada carry 

over. 

5. 2.6.5. 

Modal yang ditanamkan (kembali) ke 

hutan (D) 

Sedang 2 Realisasi kegiatan Penanaman, pemeliiharaan 

tanaman dan pengadaan bibit Tahun 2019  

terealisasi sebesar Rp 56.799.659 dari rencana 

sebesar Rp  53.926.853 atau terealisasi sebesar 

105,33 %. Tetapi belum seluruh rencana kegiatan 

pembinaan di lapangan telah dilaksanakan 

seluruhnya  

6. 2.6.6. 

Realisasi kegiatan fisik penanaman 

pembinaan hutan (CD) 

Buruk 1 Realisasi Fisik Kegiatan Penanaman / Pembinaan 

Hutan RKT 2019 berupa kegiatan penanaman 

terealisasi luas 3.051,8 dari target 7.577,70 rata-

rata sebesar  40.54% dan RKT 2020 Target 

10.424,10 ha terealisasi sampai dengan Juni 2020 

rseluas 3.093 ha atau 30 % dari rencana 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (12 /21 ) x 100% =  57,14% 

Nilai Kinerja Indikator BURUK 

 
KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.1. 

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.1.1 

Luasan kawasan dilindungi 

(D) 

Baik 6 Selama 1 tahun terakhir tidak terdapat 

perubahan/ revisi dokumen perencanaan 

terkait Kawasan yang dilindungi, sehingga 

tidak ada perubahan dengan hasil verifikasi 

pada saat audit penilikan ke-1 tahun 2020. 

Keberadaan kawasan dilindungi yang ada di 

PT Industrial Foret Plantation (PT IFP), 

sebagai berikut : 

Total luas Kawasan lindung yang ada di 

dokumen RKU 15.798,70 Ha terdiri dari 

sempadan sungai , KPSL, KPPN dan 

Ekosistem Gambut dan telah sesuai dengan 

SK Direktur PT Industrial Forest Plantation 

No.  SK Direktur No 0017/DIR/IFP/I/2019. 

Luas kawasan dilindungi yang 

terimplementasikan di lapangan telah sesuai. 

Kondisi biofisik kawasan dilindungi telah 

sesuai, tidak ada gangguan perusakan hutan 

ataupun perubahan secara biologis dari 

habitat kawasan dilindungi. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 3.1.2 

Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 

tanda batas dikenali) 

(D) 

Baik 6 Total Panjang batas Kawasan lindung di areal 

IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah sesuai 

Revisi Peta RKU Tahun 2019 sepanjang 408,92 

km. Penandaan kawasan dilindung pada 

Sempadan Sungai ditandai dengan cat merah 

polet 2 (=) horizontal, pada KPPN, Lereng E dan 

BZ-HL ditandai dengan cat merah polet 1 ( ⅼ ) 

vertical. Adapun persentase realisasi penandaan 

batas kawasan dilindungi kumulatif s.d. tahun 

2019 yaitu sebesar 64,34%. 

3. 3.1.3 

Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

(D) 

Baik 6 PT Barito Nusantara Indah telah mengoverlaykan 

kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit 

tahun 2019 (sumber : Mosaik Landsat 8 OLI Path 

117 Row 59 dan Path 118 Row 59 Band 6, 5, dan 

4 Liputan tanggal 24 September 2019 dan 

Liputan tanggal 15 September 2019, Skala 1 : 

100.000). Penutupan lahan kawasan dilindungi 

yang masih berhutan (hutan lahan kering primer 

dan hutan lahan kering sekunder) adalah 

4.395,89 ha (95,01 %) dari total luas kawasan 

dilindungi 4.627 ha. 

4. 3.1.4 

Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

(CD) 

Baik 3 Berdasarkan data dan peta yang disajikan 

dari bagian planing memperlihatkan bahwa 

penataan batas kawasan lindung (KL) yang 

sudah dilakukan hingga bulan Mei 2020 

(sesuai dengan wilayah operasional yang 

telah dilakukan) adalah sepanjang ±116,633 

km dari total panjang batas KL ±122,434 km 

atau sebesar 95,26%, mencakup sempadan 

sungai, KPPN dan KPSL. 

5. 3.1.5 

Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang areal/land 

scaping sesuai RKL/RPL dan/atau 

tata ruang yang ada di dalam RKU 

(D) 

Sedang 4 Kegiatan pengelolaan belum dilakukan pada 

seluruh kawasan dilindungi secara periodik 

tiap tahunnya, baik itu berupa pemeliharaan 

tanda batas, penambahan tanda batas dll. 

Dari bulan Juni 2019 s.d Mei 2020, baru 

dilakukan pengelolaan pada sebagian jenis 

kawasan dilindungi. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (25/27) x 100% = 92,59 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 
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KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.2. 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.2.1 

Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

(D) 

Sedang 4 Selama 1 tahun terakhir tidak terdapat 

perubahan/ revisi dokumen SOP terkait 

perlindungan dan pengamanan hutan. 

Prosedur perlindungan hutan belum 

mencakup seluruh jenis gangguan yang ada 

seperti penambangan emas liar, perburuan 

satwa liar, dan perambahan / perladangan 

oleh masyarakat ini belum tercover dalam 

SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

(SOP No.021-IFP-SSL-SOP tanggal 3 

Desember 2018). 

2. 3.2.2 

Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

(D) 

Sedang 4 Sarana prasarana perlindungan hutan 

tersedia namun belum lengkap. Sarana 

prasarana untuk pengendalian kebakaran 

yang dimiliki oleh PT IFP belum sesuai 

dengan PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. 

3. 3.2.3 

SDM perlindungan hutan 

(D) 

Sedang 4 Tersedia SDM perlindungan hutan yaitu 

satpam IUPHHK/security dan Regu 

Pemadam kebakaran (RPK). Untuk satpam 

IUPHHK jumlahnya telah sesuai (16 orang) 

sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal 

PHPA Nomor: SK.243/Kpts/DJ-VI/1994, 

namun masih terdapat 2 anggota security 

atas nama Sugianto dan Omboy yang belum 

memiliki kualifikasi/kompetensi. Untuk RPK, 

jumlah regu telah sesuai (6 regu inti terdiri 

dari 1 orang kepala regu dan 15 orang 

anggota regu) dan namun belum seluruhnya 

memiliki kualifikasi/kompetensi sesuai 

dengan PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. 

Sedangkan SDM untuk Masyarakat Peduli 

Api (MPA), belum ada sehingga belum 

sesuai PermenLHK Nomor: 

P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. 

4. 3.2.4 

Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 

preventif/ represif) 

(D) 

Sedang 4 
Implementasi kegiatan perlidungan hutan 

yang telah dilaksanakan oleh PT Industrial 

Forest Plantation antara lain: 

1. Telah menyediakan sistem 

perlindungan hutan berupa prosedur-
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NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

prosedur (SOP) terkait perlindungan 

dan pengamanan hutan, namun belum 

mencakup seluruh jenis gangguan 

yang ada seperti penambangan emas 

liar, perburuan satwa liar, dan 

perambahan / perladangan oleh 

masyarakat. 

2. Telah menyediakan sarana prasarana 

perlindungan (Damkarhut dan 

Satpamhut), namun jumlahnya belum 

sesuai dengan PermenLHK P.32 

3. Telah menyediakan personil 

perlindungan hutan (tim Satpamhut 

dan tim Damkarhut), jumlah sudah 

sesuai namun belum seluruh personil 

memiliki kualifikasi/kompetensi dan 

belum sesuai dengn PermenLHK P.32 

4. Telah melaksanakan kegiatan terkait 

pencegahan dan deteksi dini akan 

bahaya kebakaran, seperti 

a. Patroli harian oleh satpamhut / 

security ; tersedia Laporan Harian 

Patroli PT Satria Elang Nusantara 

Periode bulan Juni 2019 s.d Mei 

2020 

b. Patroli harian oleh bagian 

lingkungan (HSE) PT IFP ; 

tersedia Laporan Harian Patroli 

Fire and Safety bulan September 

2019 s.d Mei 2020 

c. Pembuatan menara api 

d. Pemantauan FDR / Tingkat bahaya 

api 

e. Menyediakan embung air 

f. Monitoring hotspot 

5. Terdapat plang tanda/informasi 

memasuki areal PT IFP 

6. Telah melakukan pemantauan curah 

hujan dan informasi FDR tiap bulan 

7. Telah memiliki beberapa lokasi embung 

air 
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NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
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KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

8. Telah melaksanakan penyuluhan baik 

langsung maupun tidak langsung 

(sosialisasi langsung dan pemasangan 

rambu-rambu kebakaran hutan berupa 

plang informasi/himbauan/peringatan/ 

larangan) 

9. Terdapat plang informasi/himbauan/ 

larangan dan/atau pengumuman terkait 

perlindungan hutan (ancaman 

kebakaran, perlindungan flora dan 

fauna) 

 

Hal-hal yang masih kurang dan/atau belum 

dilakukan, antara lain: 

1. PT Industrial Forest Plantation belum 

membentuk regu pendukung dan regu 

perbantuan (MPA) dalam rangka 

menunjang upaya pencegahan dan 

pengendalian kebakaran hutan. 

2. PT Industrial Forest Plantation telah 

membuat Peta Rawan Kebakaran tetapi 

informasi didalamnya belum lengkap, 

seperti belum mencantumkan jalur-

jalur patroli atau informasi penting 

lainnya seperti lokasi embung air, atau 

lokasi pos pantau. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (16/24) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.3. 

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.3.1 

Ketersediaan prosedur 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah & air 

(D) 

Baik 6 Selama setahun terakhir tidak terdapat 

perubahan prosedur terkait pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap tanah dan air, 

sehingga hasil verifikasi penilikan ke 1 tahun 

2020 masih mengacu pada hasil verifikasi 
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NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

penilian awal. 

Berdasarkan dokumen perencanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

(RKL – RPL tahun 2009) dijelaskan bahwa 

kelola lingkungan terkait dampak terhadap 

tanah dan air yang harus dipantau dan 

dikelola adalah :  Sifat Tanah, Erosi Tanah, 

Hidrologi (debit air), dan Kualitas Air. SOP 

pemantauan yang tersedia sudah mencakup 

pemantauan sifat tanah, erosi tanah, 

hidrologi (debit air), dan kualitas air. 
 

2. 3.3.2 

Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

Baik 6 Berdasarkan dokumen perencanaan 

pengelolaan dan pemantauan lingkungan 

(RKL – RPL tahun 2009) dijelaskan bahwa 

kelola lingkungan terkait dampak terhadap 

tanah dan air yang harus dipantau dan 

dikelola adalah :  Sifat Tanah, Erosi Tanah, 

Hidrologi (debit air), dan Kualitas Air.  

Ketersediaan sarana prasarana yang ada 

sudah mengacu pada dokumen perencanaan 

tersebut. 

3. 3.3.3 

SDM pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

Sedang 4 
Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-

IPHH/2015 tentang petunjuk pelaksanaan 

kewajiban pengelola hutan dan pemegang 

izin usaha pemanfaatan hutan produksi, izin 

usaha industri primer hasil hutan dan tempat 

penampungan terdaftar untuk memiliki 

dan/atau mempekerjakan tenaga teknis PHPL 

tertanggal 24 November 2015, ketentuan 

jumlah minimal GANISPHPL BINHUT yang 

wajib dimiliki dan/atau dipekerjakan oleh 

pengelola hutan dan pemegang izin usaha 

pemanfaatan hutan produksi untuk luas areal 

antara >100.000 ha adalah sebanyak 8 

(delapan) orang tenaga teknis pembinaan 

hutan (Ganis Binhut).  

Pada periode audit peniilikan ke 1 tahun 

2020, PT IFP memiliki Ganis PHPL Binhut 

sebanyak 5 orang atas nama Ramadi, 

Frannindo Junaidi, Herusli, Danang Setyo 

Wijanarko, Yuseros Harjadinata dan terdapat 

kekurangan personil Ganis PHPL Binhut 

sebanyak 3 orang. 

4. 3.3.4 

Rencana dan implementasi 

Baik 6 
Berdasarkan telaah dokumen, PT IFP telah 

melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pengelolaan dampak terhadap 

tanah dan air (teknis sipil dan 

vegetatif) 

(D) 

dan pemantauan yang dituangkan dalam 

laporan pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan hidup. Tersedia Laporan 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup selama periode Semester 

1 dan 2 Tahun 2019. 

Terkait informasi tentang pengelolaan 

dampak tersedia Laporan Kegiatan 

Pembinaan Hutan (Penanaman) Realisasi 

Penanaman tertuang dalam Peta Progres 

Planting s.d Mei 2020.  Berdasarkan telaah 

pada dokumen tersebut diketahui: 

- PT IFP telah memiliki persemaian 

permanen  

- Luas Realisasi Penanaman s.d. Mei 2020 

seluas 10.776,9 ha. 

- Penanaman akan segera dilakukan pada 

areal yang dibuka (land clearing) atau 

luas yang dilakukan land clearing sama 

dengan luas penanaman. 

5. 3.3.5 

Rencana dan implementasi 

pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

(D) 

Baik 6 
PT IFP telah melaporkan hasil pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan yang 

dituangkan dalam laporan pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup. Tersedia 

Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup selama 

periode Semester 1 dan 2 Tahun 2019. 

Telaah terhadap laporan-laporan semesteran 

pelaksanaan RKL-RPL yang ada, sbb: 

 Laporan Semester 1 Tahun 2019, 

pemantauan : sifat tanah,  erosi, debit 

dan kualitas air sudah dilakukan. 

 Laporan Semester 2 Tahun 2019, 

pemantauan : sifat tanah,  erosi, debit 

dan kualitas air sudah dilakukan. 

6. 3.3.6 

Dampak terhadap tanah dan air 

(D) 

Baik 6 Secara umum laporan pelaksanaan RKL-RPL 

belum menjelaskan/ membahas secara detail 

kondisi tanah dan air yang ada di dalam 

areal, terutama terkait membandingkannya 

dengan rona awal (data AMDAL) maupun 

dengan baku mutu yang ditetapkan 

berdasaran peraturan (beberapa hanya 

menyajikan data mentah).  Meskipun 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

demikian berdasarkan data-data yang 

tersedia secara umum kondisi tanah dan air 

jika dibandingkan dengan rona awal 

kondisinya masih baik. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (34/36) x 100% =  94,44 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.4. 

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (endangered), Jarang (rare), Terancam Punah (threatened) 

dan Endemik 
 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.4.1 

Ketersediaan prosedur identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 

dan/atau langka, jarang, terancam 

punah dan endemik mengacu 

pada perundangan/ peraturan yang 

berlaku 

(D) 

Sedang 4 Selama setahun terakhir tidak terdapat 

perubahan prosedur terkait identifikasi flora 

dan fauna yang dilindungi, sehingga hasil 

verifikasi penilikan ke 1 tahun 2020 masih 

mengacu pada hasil verifikasi penilian awal 

yaitu sbb : 

PT IFP memiliki SOP Identifikasi Flora dan 

Fauna  (SOP No. 19-IFP-EHS-SOP) tanggal 

revisi 01 Februari 2019 /1. 

SOP belum mengacu pada peraturan 

terbaru PermenLHK 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 

Tentang  Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang 

Dilindungi tanggal 30 Desember 2018. 

Daftar flora dan fauna dilindungi sudah 

tercantum dalam dokumen AMDAL Tahun 

2009 dan Dokumen Hasil Identifikasi ABKT 

Tahun 2014.  Jenis-jenis dilindungi tersebut 

belum terakomodir/tertuang dan dijadikan 

acuan dalam SOP Identifikasi Flora dan 

Fauna. Sehingga SOP lebih bersifat general 

dan tidak spesifik untuk jenis-jenis 

dilindungi yang ada. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

2. 3.4.2 

Implementasi kegiatan identifikasi 

(D) 

Sedang 4 
Pasca pelaksanaan Identifikasi NKT tahun 

2014, PT IFP belum melakukan pemantauan 

/ identifikasi secara sistematis untuk 

mengamati kondisi dan perubahan flora dan 

fauna dilindungi yang ada melalui 

penempatan dan penentuan lokasi-lokasi / 

plot permanen beik untuk pengamatan 

vegetasi maupun fauna dilindungi. 

Pengamatan/ survey fauna belum dilakukan 

secara khusus untuk jenis-jenis dilindungi 

yang ada, baru dilakukan melalui 

perjumpaan yang sifatnya insidentil di 

lapangan dan bersifat general untuk semua 

jenis fauna (baik dilindungi maupun tidak 

dilindungi). 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (8/12) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.5. 

Pengelolaan Flora untuk : 

 Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusaka.  
 Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemikb.  

    

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.5.1 

Ketersedian prosedur pengelolaan 

flora yang dilindungi mengacu 

pada peraturan perundangan yang 

berlaku 

(D) 

Sedang 4 
Selama setahun terakhir tidak terdapat 

perubahan prosedur terkait pengelolaan 

flora yang dilindungi, sehingga hasil 

verifikasi penilikan ke 1 tahun 2020 masih 

mengacu pada hasil verifikasi penilian 

awal yaitu sbb : 

Terdapat dokumen SOP terkait prosedur 

pengelolaan flora yang dilindungi yang 

dimiliki oleh PT IFP, yaitu sbb : 

a. SOP Identifikasi Flora dan Fauna  

(SOP No. 19-IFP-EHS-SOP) tanggal 

revisi 01 Februari 2019 / 1  

b. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (SOP No. 26-IFP-EHS-
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

SOP) tanggal 1 Februari 2019  

Adpaun SOP Identifikasi Flora dan Fauna 

& SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi belum mengacu pada peraturan 

terbaru PermenLHK 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 

Tentang  Jenis Tumbuhan Dan Satwa 

Yang Dilindungi tanggal 30 Desember 

2018. 

Telaah terhadap SOP Pengelolaan Flora 

dan Fauna Dilindungi (SOP No. 26-IFP-

EHS-SOP) tanggal 1 Februari 2019 : 

 SOP tidak spesifik menjelaskan jenis-

jenis flora yang harus dilindungi dan 

bagaimana metode/cara 

perlindungan dan pengelolaannya. 

 Seperti sudah diuraikan pada verifier 

3.4.1 bahwa flora dilindungi yang ada 

dan tergolong hampir punah 

(criticaly endangered) berdasarkan 

IUCN Redlist adalah Resak (Vatica 
havilandii). Flora dilindungi lainnya : 

ada 9 jenis tumbuhan berkayu 

(pantung, resak bukit, lentang hio, 

lentang pitik, meranti, resak rawa, 

ketiau, dan 2 jenis ramin), 5 jenis 

tumbuhan bawah (2 jenis kantong 

semar) dan 3 jenis anggrek hitam. 

2. 3.5.2 

Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

Sedang 4 Secara keseluruhan, pengelolaan flora 

masih bersifat umum untuk seluruh flora 

yang ada (belum spesifiik per jenis 

dilindungi) terutama di areal kawasan 

lindung. Kegiatan pengelolaan jenis-jenis 

flora dilindungi baru sebatas penandaan 

batas kawasan lindung (Sempadan sungai, 

KPPN, KPSL dan Kaw Lindung Gambut).  

Sejauh ini belum ada pemetaan yang jelas 

(secara khusus) untuk jenis-jenis flora 

dilindungi yang ada di wilayah PT 

Industrial Forest Plantation. 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

3. 3.5.3 

Kondisi spesies flora dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik 

(D) 

Sedang 4 Berdasarkan telaah dokumen terkait 

kondisi spesies flora dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam pubah serta 

endemik (Laporan Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

periode 2019), secara umum isi dokumen 

tidak menjelaskan kondisi (baik kualitas 

maupun kuantitas) jenis jenis flora 

dilindungi yang ada. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA EKOLOGI 
INDIKATOR 3.6. 

Pengelolaan Fauna untuk : 

 Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusaka.  
 Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemikb.  

 

NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 3.6.1 

Ketersedian prosedur pengelolaan 

fauna yang dilindungi mengacu 

pada peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 

perencanaan, pelaksana, kegiatan, 

dan pemantauan) 

(D) 

Sedang 4 
Selama setahun terakhir tidak terdapat 

perubahan prosedur terkait pengelolaan 

fauna yang dilindungi, sehingga hasil 

verifikasi penilikan ke 1 tahun 2020 masih 

mengacu pada hasil verifikasi penilian 

awal yaitu sbb: 

Terdapat dokumen SOP terkait prosedur 

pengelolaan fauna yang dilindungi yang 

dimiliki oleh PT IFP, yaitu sbb : 

a. SOP Identifikasi Flora dan Fauna  

(SOP No. 19-IFP-EHS-SOP) tanggal 

revisi 01 Februari 2019 / 1  

b. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi (SOP No. 26-IFP-EHS-

SOP) tanggal 1 Februari 2019  

Adpaun SOP Identifikasi Flora dan Fauna 

& SOP Pengelolaan Flora dan Fauna 

Dilindungi belum mengacu pada peraturan 

terbaru PermenLHK 

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 

Tentang  Jenis Tumbuhan Dan Satwa 

Yang Dilindungi tanggal 30 Desember 

2018. 

Telaah terhadap SOP Pengelolaan Flora 

dan Fauna Dilindungi (SOP No. 26-IFP-

EHS-SOP) tanggal 1 Februari 2019 : 

 SOP tidak spesifik menjelaskan jenis-

jenis fauna yang harus dilindungi dan 

bagaimana metode/cara 

perlindungan dan pengelolaannya. 

 Seperti sudah diuraikan pada verifier 

3.4. bahwa fauna dilindungi yang ada 

dan tergolong hampir punah 

(criticaly endangered) berdasarkan 

IUCN Redlist adalah Orang Utan 

(Pongo pigmaeus), dan jenis-jenis 

fauna dilindungi lainnya yang ada 

terdiri dari : 29 jenis burung, 22 jenis 

mamalia, dan 6 jenis reptil. 

2. 3.6.2 

Realisasi pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan fauna sesuai dengan 

yang direncanakan 

(D) 

SEDANG 4 
Implementasi kegiatan pengelolaan fauna 

sesuai dengan yang direncanakan yang 

telah dilaksanakan oleh PT Industrial 

Forest Plantation di lapangan, antara lain : 

1. Ada alokasi kawasan lindung berupa 

KPPN, KPSL, dan Sempadan Sungai 

2. Kegiatan pengelolaan fauna sudah 

dilakukan melalui penandaan 

kawasan lindung KPPN, KPSL dan 

pemasangan plang dan penanda 

sempadan beberapa sungai.   

3. Pelaksanaan pengamanan dan 

perlindungan hutan secara 

keseluruhan. 

4. Pemasangan papan informasi dan 

larangan berburu jenis-jenis fauna 

dilindungi 

5. Belum dilakukan pengelolaan secara 

khusus terhadap jenis-jenis fauna 

dilindungi yang ada, misalnya 

melakukan secara khusus ; 
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NO 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

inventarisasi secara sistematis dan 

pemetaan untuk keberadaan yang 

jelas dari jenis-jenis fauna dilindungi 

yang ada. 

3. 3.6.3 

Kondisi species fauna dilindungi 

dan/atau jarang, langka dan 

terancam punah dan endemik (D) 

SEDANG 4 Berdasarkan telaah dokumen terkait 

kondisi spesies fauna dilindungi dan/atau 

jarang, langka dan terancam punah serta 

endemik (Laporan Pelaksanaan 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 

periode Tahun 2019), secara umum isi 

dokumen tidak menjelaskan kondisi (baik 

kualitas maupun kuantitas) jenis jenis 

fauna dilindungi yang ada. 

Nilai Kematangan/Bobot   Indikator (12/18) x 100% = 66,67 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 
KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.1. 

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan 

atau masyarakat setempat. 

 
NO 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.1.1. 

Ketersediaan dokumen/laporan 

mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, 

identifikasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan rencana 

pemanfaatan SDH oleh pemegang 

izin 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki Lengkap 

dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-

hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan 

SDH oleh pemegang izin. Seperti dokumen 

RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017 – 2026, 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020, kegiatan  kelola sosial dituangkan 

dalam Project Plan CD tahun 2019 dan 2020, profil 

desa Lahei dan Humbang raya. Selain itu tersedia 

peta sosial pemanfaatan kawasan oleh masyarakat 

PT Industrial Forest Plantation, Laporan 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Adapun 

kesepakatan kerjasama seperti Dammar, pasak 

bumi, daun ransau, dan kesepakatan lainnya 

  

2. 4.1.2. 

Tersedia mekanisme pembuatan 

batas /rekon-struksi batas kawasan 

secara partisipatif dan penyelesaian 

SEDANG 2 PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

mekanisme terkait  penataan batas/rekonstruksi 

batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian 

konflik batas kawasan yang disepakati para pihak 



 
 

Halaman 34 dari 58 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO 
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KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

konflik batas kawasan 

(CD) 

tertuang dalamSOP Social Security License Batas 

Partisipatif 019-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 

2018  dan SOP Social Security License Prosedur 

Penyelesaian Konflik Lahan 018-IFP-SSL-SOP. 

Kedua SOP dalam penyusunannya telah memiliki 

sistimatika mencakup pengertian, tujuan, sasaran, 

penanggung jawab, masukan yang dibutuhkan, 

keluaran yang dihasilkan, waktu pelaksanaan, 

tahapan kerja hingga pelaporan. Namun untuk SOP 

penyelesaian konflik belum sepenuhnya 

mengakomodir Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Selain itu 

penyelesaian konflik yang dimiliki PT Industrial 

Forest Plantation belum mengakomodir semua 

jenis konflik 

3. 4.1.3. 

Tersedia mekanisme pengakuan 

hak-hak dasar masyarakat hukum 

adat dan masyarakat setempat 

dalam perencanaan pemanfaatan 

SDH 

(D) 

BAIK 3 
PT Industrial Forest Plantation  telah memiliki 

yang lengkap seperti SOP Social Security License 

Prosedur Pengakuan hak Hak Dasar Masyarakat 

Hukum Adat dan Masyarakat Setempat 003-IFP-

SSL-SOP, SOP Social Security License Prosedur 

Pembangunan Tanaman Kehidupan Bersama 

Masyarakat 004-IFP-SSL-SOP, SOP Social 

Security License Prosedur Pemanfaatan Hasil 

Hutan Bukan Kayu 005-IFP-SSL-SOP, SOP Social 

Security License Prosedur Program Pertanian 

terpadu 007-IFP-SSL-SOP, SOP Social Security 

License Prosedur Pelaksanaan Program 010-IFP-

SSL-SOP, SOP Social Security License Prosedur 

Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 

(HTR) 012-IFP-SSL-SOP dan lainnya  

Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang 

cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan, 

sasaran, penanggung jawab, masukan yang 

dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu 

pelaksanaan, prosedur kerja dan pelaporan.  

 

4. 4.1.4. 

Terdapat batas yang memisahkan 

secara tegas antara kawasan/areal 

kerja unit manajemen dengan 

kawasan kehidupan masyarakat 

(CD) 

SEDANG 2 PT Industrial Forest Plantation memiliki bukti 

terkait luas dan batas kawasan/areal kerja UM 

dengan kawasan kehidupan masyarakat sekitar 

tertuang dalam  

1. PT Industrial Forset Plantation memiliki 

Peta Sebaran Desa dengan skala 

1:250.000 

2. Terdapat dokumen mengenai Berita 

Acara Pemeriksaan Kegiatan 

003/BA/PLN-IFP/IV  

Pemasangan batas telah dilaksanakan namun 
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masih terdapat klaimer baru mengenai lahan maka 

dengan ini masih belum jelas batas kawasan. 

5. 4.1.5. 

Terdapat persetujuan para pihak 

atas luas dan batas areal kerja 

IUPHHK/KPH 

(CD) 

SEDANG 2 
PT Industrial Forest Plantation dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya telah mendapat 

persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah 

(dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah) dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HT & 

RKTUPHH-HT PT Industrial Forest Plantation.  

Tata Batas Areal Kerja telah temu gelang, pada 

dokumen Berita Acara tentang pelaksanaan tata 

batas terdapat tandatangan /persetujuan selain dari 

perusahaan lain yang berbatasan juga ada dari 

perwakilan masyarakat. 

Masih terdapat konflik lahan dan satu tahun 

terakhir terdapat 4 claimers baru. 

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (24 /30) x 100 % = 80,00% 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.2. 

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.2.1. 

Ketersedian dokumen yang 

menyangkut tanggung jawab sosial 

pemegang izin sesuai  dengan 

peraturan perun-dangan yang 

relevan/berlaku 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab 

sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku/relevan seperti 

RKUPHHK-HT periode 2017-2026, RKTUPHHK 

tahun 2019 dan 2020, Project CD tahun 2019 dan 

tahun, dan kesepakatan dengan masyarakat 

seperti kerjasama HHBK (Damar, Daun Ransau 

dan Pasak Bumi), Kesepakatan Kemitraan denga  

kelompok Tani Mulia Asih, dan lainnya 

 

2. 4.2.2. 

Ketersediaan  mekanisme 

pemenuhan kewajiban sosial 

pemegang izin terhadap 

masyarakat 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki 

mekanisme yang lengkap terkait pemenuhan 

kewajiban sosial pemegang izin terhadap 

masyarakat tertuang dalam : SOP Social Security 

License Prosedur Pengakuan hak Hak Dasar 

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat 

Setempat 003-IFP-SSL-SOP, SOP Social Security 

License Prosedur Pembangunan Tanaman 

Kehidupan Bersama Masyarakat 004-IFP-SSL-
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SOP, SOP Social Security License Prosedur 

Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 005-IFP-

SSL-SOP , SOP Social Security License Prosedur 

Program Pertanian terpadu 007-IFP-SSL-SOP, 

SOP Social Security License Prosedur Kelola 

Sosial (CSR) 014-IFP-SSL-SOP. Selain itu tersedia 

kesepakatan dengan masyarakat seperti Perjanjian 

kerjasama tanaman kehidupan dengan kelompok 

tani Dusun Tepian Humbang, perjanjian kerjasama 

pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( KT 

Unjung Lestari) dan lainnya 

Seluruh SOP telah memiliki sistimatika yang 

cukup lengkap mencakup pengertian, tujuan,ruang 

lingkup, referensi penanggung jawab, masukan 

yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu 

pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan.   

3. 4.2.3. 

Kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban pemegang izin terhadap 

masyarakat dalam mengelola SDH 

(D) 

SEDANG 2 PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 

sosialisasi Visi dan Misi, RKT, Kawasan Lindung 

dan Pemberdayaan masyarakat di Dusun Tanjung 

Raya (Desa Moroi jaya) tanggal 30 September 

2019 dihadiri 23 orang dan Desa Gawing (tanggal 

27 Juni 2020) dihadiri 16 orang. 

Untuk 3 desa lainnya belum dilakukan sosialisasi. 

materi sosialisasi yang disampaikan berupa Visi 

Misi perusahaan, kegiatan operasional RKT, 

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Setempat 

Melalui Kemitraan Kehutaan, Pengelolaan dan 

Pemantauan lingkungan 

4. 4.2.4. 

Realisasi pemenuhan tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat 

/implementasi hak-hak dasar 

masyarakat hukum adat dan 

masyarakat setempat dalam 

pengelolaan SDH 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki lengkap 

laporan realisasi CD, pada tahun 2019 sudah 

terealisasi 75,32% dan di tahun 2020 baru 

14,55%. Terdapat bukti berita acara serah terima 

bantuan,kwitansi maupun foto dokumen seperti 

foto bantuan jalan, lapangan olahraga, kwitansi 

pembelian hewan qurban, kwitansi insentif honor 

guru, laporan HHBK lengkap dengan jumlah HHBK 

yang dimanfaatnya , tersedia laporan realisasi 

PHBM pada tahun 2019 sebesar 44,9 Ha 

5. 4.2.5. 

Ketersediaan laporan/dokumen 

terkait pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk 

ganti rugi 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forset Plantation. memiliki dokumen 

yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab 

sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang 

tertuang dalam laporan CD 2019 dan  semester I 

tahun 2020. Berita acara program CSR sudah 

lengkap dan dapat didokumentasikan dengan baik. 

selain ir=tu tersedia bukti ganti rugi dalam laporan 

GRTT (Ganti Rugi Tanam Tubuh) dalam laporan ini 

dijelaskan biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk mengganti tanaman masyarakat yang 

rusak).  Selain itu tersedia berita acara 
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pembeyaranFee Kayu Alam (Lahei dan Humbang 

raya) periode  OKt-Desember 2019.  

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (28/30) x 100% = 93,33 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.3 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

 
No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.3.1. 

Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, 

tergantung, terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Planttaion memiliki data dan 

informasi yang lengkap  mengenai masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang 

terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH, tertuang dalam  dalam dokumen 

karyawan lokal dan non lokal, laporan HHBK, 

Laporan CD 2019 dan semester I 2020, data atau 

laporan illegal logging dan laiinya. 

 

2. 4.3.2. 

Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat 

setempat 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme 

yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat tertuang pada dokumen  

SOP Pembangunan Tanaman Kehidupan SOP 

Bersama Masyarakat 004-IFP-SSL-SOP, SOP 

Partisipasi Masyarakat Dengan Pola Kemitraan 

(HTR) 012-IFP-SSL-SOP,  SOP Kelola Sosial (CSR) 

014-IFP-SSL-SOP, SOP Rekruitment 01-IFP-HR-

SOP dan sop lainnya 

 

3. 4.3.3. 

Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

(CD) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen 

yang lengkap mengenai rencana pemegang izin 

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat, seperti dokuemn 

RKUPHHK periode 2017-2026, RKTUPHHK tahun 

2019 dan 2020, Project  CD 2019 dan 2020 serta 

kesepakatan bersama dengan masyarakat HHBK, 

PHBM (kemitraan) dan lainnya 

4. 4.3.4. 

Implementasi kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan atau 

masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat sasaran 

BAIK 3 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi  oleh PT Industrial Forest 

Plantation kepada masyarakat sekitar adalah 

sebagai berikut : 

1. Data tenaga kerja lokal lingkup provinsi pada 

Bulan Juni 2020 yaitu 70 orang dari 103 
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(D) orang sehingga persentase tenaga kerja lokal 

67,96,5%  

2. Data Kontraktor Lokal 75,74% 

3. Realisasi kegiatan ekonomi berdasarkan 

dokumen  

- Laporan kelola sosial peningkatan ekonomi 

(Infrastruktur, pemberdayaan, pendidikan) 

44,79 % 

- Tanaman kehidupan tahun 2019 terencana 

371,2 Ha yang terealisasi 305,18 (82,21%)  

4. Kegiataan HHBK yang direncanakan Damar, 

Pasak Bumi dan Daun Ransau berjalan 100% 

Rata-rata peningkatan peran serta yaitu 

67,96%+75,74%+44,79%+82,21+100%= 370,7/5 

=74,14 (>50%) 

 

5. 4.3.5. 

Keberadaan dokumen/laporan 

mengenai pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki lengkap 

dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada 

para pihak seprti dok Laporan CD tahun 2019 dan 

laporan CD semester I tahun 2020, Berita acara 

pembayaraan fee kayu alam dang anti rugi tanam 

tumbuh, berita acara serah terima bantuan yang 

didokumentasikan dengan baik dalam laporan CD. 

Bukti Pemabayaraan BPJS Kseehatan Bulan Mei 

2020 dan BPJS Ketenagakerjaan Juni 2020, Bukti 

Pembayaran PPH 21, PPH 23 Bulan Juni 2020  

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (30 /30) x 100% = 100 %  

Nilai Kinerja Indikator BAIK  

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.4 

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

 

No. 
NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 

NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.4.1. 

Tersedianya mekanisme resolusi 

konflik 

(D) 

SEDANG 2 
PT Industrial Forest Plantation memiliki mekanisme 

resolusi konflik yang tertuang pada SOP Social 

Security License Prosedur Penyelesaian Konflik 

Lahan 018-IFP-SSL-SOP tanggal 01 November 

2018. Pada SOP ni juga telah dilakukan scoring 

namun belum mengacu kepada Perdirjen PHPL 

No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan mekanisme 

penyelesaian yang dimiliki oleh perusahaan hanya 

menyangkut untuk konflik Lahan. 
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2. 4.4.2. 

Tersedia peta konflik 

(D) 

SEDANG 2 PT Industrial Forest Plantation memiliki peta 

resolusi konflik 2019 pada areal IUPHHK-HTI PT 

Industrial Forest Plantation dengan skala 1:100.000 

dimana pada peta ini dijelaskan areal atau lokasi 

yang terjadi konflik lahan dengan keterangan 

luasan. Selain itu pemetaan juga sudah dibuat 

dalam bentuk Laporan Pemetaan konflik 2019. 

Pada dokumen ini menjelaskan penyelesaian yang 

telah dilakukan pada tahun 2018 jumlah klaim 

lahan sebesar 48.979,8 Ha dan untuk tahun 2019 

sudah mengalami penurunan menjadi 26.917,3 Ha 

sehingga sisa konflik lahan yang harus 

diselesaikan seluas 22.053,5 Ha. Namun belum 

sepenuhnya mengakomodir Perdirjen PHPL No. 

P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 

3. 4.4.3. 

Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 

pihak 

(D) 

SEDANG 2 
PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

struktur Organisasi penanganan konflik sesuai 

Surat Keputusan  Direksi Nomor : 

02/DIR/IFP/I/2019 tentang Pembentukan 

Kelembagaan Penyelesaian Konflik PT Industrial 

Forest Plantation pada tanggal 1 Januari  tahun 

2019. Pada dokumen ini menjelaskan bahwa 

perusahaan menunjuk dan mengangkat para 

petugas dan pelaku yang berperan untuk 

menyelasikan konflik yang terdiri dari lembaga 

eksternal (stakjeholder desa, kecamatan dan 

pemda) dan lembaga internal (karyawan 

perusahaan). Tedapat 29 lembaga penyelesaian 

konflik (eksternal) seperti kepala desa (ugak), 

Mantir adat (Mahing), BPD (Repli), Kapolsek (Iptu), 

Dandim (Letkol Bambang) dan lainnya. Sedangkan 

berdasrakan dari struktur organisasi kelemabgaan 

konflik  diketuai oleh direktur dibantu oleh estate 

manager dan SSL manager dimana dibawah SSL 

Manager langsung stakeholder eksternal. Selain itu 

berdasarkan dokumen yang ada perusahaan 

memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola 

konflik, seperti adanya ganti rugi tanam tumbuh, 

dan spk kerjasama dengan masyarakat dimana 

perusahaan memberi bantuan subsidi. Untuk 

posisi manager SSL masih kosong sehingga SDM 

belum memadai 

4. 4.4.4. 

Ketersediaan dokumen proses 

penyelesaian konflik yang pernah 

terjadi 

(D) 

BAIK 3 
PT Industrial Forest Plantation memiliki lengkap 

dokumen penanganan konflik, yang tertuang dalam 

laporan monev konflik lahan per 1 Juni 2019 

terdapat penyelesaian konflik sebnayak 4 klaimer 

dengan seluas Rp 26.867,70 Ha yaitu Bumi 

Kencana Sentosa, Kelompok Tani Penghijauan 

Yayasan Ubuditah, Kelompok Tani Tepian Bor 
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Mandiri dan kelompok Tani Upak Batarung, CV 

Jaya Raya (dokumen penanganannya lengkap 

seperti kesepakatan bersama, dokumen mediasi 

dengan kepala desa, dokumen kronologis 

pemberhentian alat dan laiiny). 

Selain itu terdapat 4 klaimers baru yang sudah 

diselesaikan namun belum seluruh luasan 

terselesaikan a.n Manda, indit, Popong dan Tinung. 

Seluruh klaimers ini sudah memliki perjanjian 

dengan perusahaan.  

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (18 /24) x 100% =  75,00 % 

Nilai Kinerja Indikator SEDANG 

 

KRITERIA SOSIAL 
INDIKATOR 4.5. 

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

 
No. 

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER 
NILAI 

KINERJA 

VERIFIER 

NILAI 

AKTUAL 

VERIFIER 

RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1. 4.5.1. 

Adanya hubungan industrial 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

sarana hubungan industrial tertuang dalam  

- Peraturan Perusahaan yang telah disahkan 

sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Kapuas 

(KEP.568/12/Disnaker.2019) tentang 

Pengesahan Peraturan Perusahaan PT 

Industrial Forest Plantation tanggal 16 April 

2019.  

- Kebebasan berserikat seuai dengan Surat 

Keputusan Direksi PT Industrial Forest 

Plantation No 01/HR-HO/IFP/III/2019 tanggal 27 

Maret 2019 tentang Kebijakan Berserikat dan 

Pembentukan Serikat Pekerja 

- Tidak ada karyawan dibawah umur, karyawan 

termuda berumur 20 tahun a.n Didik 

- Tidak ada gaji di bawah UMK 

2. 4.5.2. 

Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi tenaga 

kerja 

(D) 

SEDANG 2 PT Industrial Forest Training telah menyusun 

rencana training dalam dokumen Matrix/Master 

Of Training (MoT) dan realisasi pelatihan 

karyawan yang dilakukan secara Internal Training 

dan External Training baik pelatihan terkait Ganis 

PHPL maupun pelatihan pendukung lainnya.  

 

Pencapaian persentase training yang sudah 

dilakukan pada periode Mei 2019- Juni 2020 yaitu 

83,11%. Bukti dari kegiatan ini berupa daftar 
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hadir, foto dokumentasi  

 

3. 4.5.3. 

Dokumen standar jenjang karir dan 

implementasinya 

(D) 

 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki standard 

operating procedure Human Resources 

Departement Prosedur Promosi 012-IFP-HRD-

SOP PT Industrial Forest Plantation telah 

merealisasikan seluruh tahapan promosi sesuai 

dengan prosedur, seperti tersedia dokumen 

promotion proposal form, Evaluation/Assement 

Form (Panel Review Session for promotion) a.n 

Muhammad Khabir, Aditya Rizky, Riswandy M, 

Purnomo H. 

 

4. 4.5.4. 

Adanya dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan 

implementasinya. 

(D) 

BAIK 3 PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen 

terkait kesejahteraan karyawan seperti dokumen 

peraturan perusahaan periode 2019-2021 yang 

telah disahkan. Karyawan memperoleh tunjangan 

asuransi Inhealth dan BPJS Kesehatan, selain itu 

setiap 3 bulan karyawan memperoleh insentif 

produksi. Tidak ada tunggakan gaji maupun 

pembayaran BPJS,, tidak ada gaji karyawan di 

bawah UMK  

 

Nilai Kematangan/Bobot Indikator (22 /24) x 100% =  91,67 % 

Nilai Kinerja Indikator BAIK 

 
STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 1. 

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 1.1.1.a Dokumen legal terkait perizinan 

usaha (SK IUPHHK) 

M Pada periode penilikan ke 1 tahun 2020 dokumen 

legal terkait perizinan tidak mengalami perubahan, 

diantaranya: 

- Terdapat SK IUPHHK-HTI atas nama PT 

Industrial Forest Plantation yang disahkan 

oleh Menteri Kehutanan Nomor: 

SK.664/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 

2009 tentang Pemberian Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri Kepada PT Industrial Forest 

Plantation Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 

101.840 Hektar di Kabupaten Kapuas, 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

- Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI atas 

nama PT Industrial Forest Plantation dengan 
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Skala 1:100.000. 

Selain itu tersedia dokumen legal yang terkait 

kelengkapan izin pendirian PT INDUSTRIAL 

FOREST PLANTATION sebagai Perseroan Terbatas, 

yang meliputi:  

1. Akte pendirian perusahaan Nomor 23 tanggal 

20 Februari 2008 Notaris Ellys Nathalina, SH, 

MH di Palangka Raya.Pengesahan berdasar 

Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-

23586.AH.01.01.TAHUN 2008 tanggal 07 Mei  

2008; 

2. Akte perubahan terakhir Nomor : 02 tanggal 5 

Maret 2019 oleh Notaris Esther P.E. Jovina, 

SH. dan  Keputusan Menkuham Nomor AHU-

AH.01.03-0143302 Tanggal 12 Maret 2019; 

3. Nomor Induk Perusahaan (NIB) : 

81202000961142 atas nama PT Industrial 

Forest Plantation; 

a) NPWP Nomor : 02.676.283.1.711.000. 

2. 1.1.1.b Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). 

Tidak berlaku untuk Pemegang 

Hak Pengelolaan 

M - Terdapat Dokumen SPP IIUPHHK-HTI atas 

nama PT Industrial Forest Plantation Atas Areal 

seluas ± 101.840 Ha di Kabupaten Kapuas 

Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi 

Kehutanan Nomor: S.1118/VI-BIKPHH/2009 

tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp. 

265.980.000,-. 

 Terdapat Bukti setor SPP IUPHHK-HTI PT 

Industrial Forest Plantation yang telah 

dilakukan oleh PT IFP via Bank Mandiri kantor 

cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan 

tanggal 19 November 2009 sebesar Rp. 

265.980.000,-.Pembayaran dilakukan dengan 

setoran tunai. 

3. 1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah 

di luar kegiatan IUPHHK (jika 

ada) 

NA Pada areal IUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation tidak ada peruntukan/penggunaan 

Kawasan hutan di luar sektor kehutanan 

berdasarkan izin yang sah (seperti Izin Perkebunan 

Kelapa Sawit atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

untuk Tambang Batubara). 
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1. 2.1.1.a Dokumen RKUPHHK/RPKH, 

RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta 

lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang, meliputi: 

1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & 

lampirannya yang 

disusun berdasarkan 

IHMB/risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising dan/atau 

Canhut 

2. Dokumen RKT/RTT yang 

disusun berdasarkan RKU/RPKH  

dan disahkan oleh pejabat yang 

berwenang atau yang disahkan 

secara self approval 

3. Peta rencana penataan areal 

kerja yang dibuat oleh Ganis 

PHPL Canhut 

M - Terdapat dokumen rencana jangka Panjang 

yaitu RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation untuk Jangka Waktu 10 Tahun 

Periode 2017-2026 telah disetujui dan 

disahkan melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 

tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) 

Tahun 2017-2026 dalam rangka perbaikan Tata 

Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest 

Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. 

- Dokumen RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-

HTI Skala 1 :100.000 yang ditanda tangani oleh 

Direktur PT Industrial Forest Plantation (Lim 

Ming Lai) sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Industrial Forest Plantation Tahun 2018 yang 

telah mendapatkan persetujuan dari Kepala 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor : 522/243/II.2/Dishut tanggal 06 

Agustus 2018. Masa berlaku dokumen 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 sampai dengan 

05 Agustus 2019.  

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Industrial Forest Plantation tahun 2019 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur PT 

Industrial Forest Plantation Nomor 24/IFP-

PLK/SSL-L/SK.DIR/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 

2019 dan dilampirkan peta skala 1 : 50.000. 

Masa berlaku dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 

2019 sampai dengan 31 Desember 2019. 

- Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI PT 

Industrial Forest Plantation tahun 2020 yang 

disahkan secara self approval oleh Direktur PT 

Industrial Forest Plantation Nomor: 

SK.05/SSL/HTI-IFP/SK.DIR/I/2020 tanggal 1 

Januari 2020 dan dilampirkan dengan peta 

skala 1 : 50.000. Masa berlaku dokumen 

RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 sampai dengan 
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31 Desember 2020. 

- Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Industrial 

Forest Plantation atas nama Imam Suroto 

dengan No.Reg. 00574-12/CANHUT/XVIII/2015. 

2. 2.1.1.b Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasinya di lapangan 

M Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan 

dan hasil wawancara dengan Bpk. Dedy Kuswandi 

selaku Assisten HSE, diperoleh bukti adanya 

penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang 

dan posisinya sesuai dengan Peta RKT, antara lain 

sbb : 

a. Pada Sempadan Sungai Asam terdapat 

penandaan plang papan nama dan patok warna 

merah ukuran 10x10 cm berada pada koordinat 

S 10 36’ 40,9” E 1140 08’ 24,0”. 

b. Pada Sempadan Sungai Upak terdapat 

penandaan patok ukuran 10x10 cm cat warna 

merah kuning berada pada koordinat S 10 41’ 

32,3” E 1140 09’ 04,2”. 

c. Pada Sempadan Sungai Rasau terdapat 

penandaan patok ukuran 10x10 cm cat warna 

merah kuning berada pada koordinat S 10 45’ 

16,0” E 1140 08’ 30,9”. 

d. Pada KPPN terdapat penandaan plang papan 

nama dan patok warna merah ukuran 10x10 cm 

berada pada koordinat S 10 38’ 18,5” E 1140 08’ 

13,4”. 

3. 2.1.1.c Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak RTT 

yang jelas di peta dan terbukti 

di lapangan 

M Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan oleh 

Bpk. Muhammad Khabir selaku Askep Planning, 

terhadap batas-batas blok tebangan diperoleh bukti 

bahwa PT Industrial Forest Plantation telah 

melakukan penandaan batas-batas blok tebangan 

dengan jelas dan sesuai dengan peta, diantaranya : 

 Batas Blok RKT Tahun 2019 ditandai dengan 

plang papan nama dan berada pada koordinat S 

10 45’ 27” E 1140 08’ 33,8”; 

 Batas Blok RKT Tahun 2020 ditandai dengan 

plang papan nama dan berada pada koordinat S 

10 53’ 0” E 1140 11’ 30”; 

 Batas Compartemen H496 pada Blok RKT 2019 

ditandai dengan pipa ukuran 3 inch (diameter 

10 cm dan tinggi 1,3 m) dan cat warna kuning 

berada pada koordinat S 10 44’ 32,4” E 1140 08’ 

17,0”; 
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 Batas Compartemen H048 dengan 

Compartemen H062 pada Blok RKT 2020 

ditandai dengan pipa ukuran 3 inch (diameter 

10 cm dan tinggi 1,3 m) dan cat warna kuning 

berada pada koordinat S 10 46’ 03,4” E 1140 

08’ 42,3”; 

4. 2.2.1.a Dokumen Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

RKUPHHK) (bisa dalam proses) 

dengan lampiran-lampirannya 

M - Terdapat dokumen rencana jangka Panjang 

yaitu RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation untuk Jangka Waktu 10 Tahun 

Periode 2017-2026 telah disetujui dan 

disahkan melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

1009/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 

tanggal 05 Maret 2018 tentang Persetujuan 

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) 

Tahun 2017-2026 dalam rangka perbaikan Tata 

Kelola Gambut atas nama PT Industrial Forest 

Plantation di Provinsi Kalimantan Tengah. 

- Dokumen RKUPHHK-HTI PT Industrial Forest 

Plantation dilengkapi lampiran peta RKUPHHK-

HTI Skala 1 :100.000 yang ditanda tangani oleh 

Direktur PT Industrial Forest Plantation (Lim 

Ming Lai) sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan. 

5. 2.2.1.b Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam 

pada areal penyiapan lahan 

yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan tanaman 

industri. 

M Volume pemanfaatan kayu alam dari kegiatan 

penyiapan lahan selama 1 (satu) tahun terakhir di 

IUPHHK-HTI PT Industrial Forest Plantation 

terdapat kesesuaian dengan data potensi kayu alam 

(berupa Laporan Hasil Cruising) pada blok 

RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan blok RKTUPHHK-

HT Tahun 2020. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 3.1.1.a Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

M Terdapat petugas pembuat LHP atas nama Sunardi 

dengan No. Register 01990-10/PKB-R/XVIII/2018 

sesuai SK Direktur Utama PT IFP No. 

SK.008/IFP/Dir/2018 tanggal 13 Agustus 2018. 

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan 
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dokumen LHP PT Industrial Forest Plantation 

periode Juni 2019 s/d Juni 2020, maka diketahui 

terdapat beberapa LHP dari hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk HTI di blok RKTUPHHK-HT, 

dengan rincian sbb : 

a. Pada Blok RKT Tahun 2018 (periode bulan Juni 

s/d Agustus 2019) sebanyak 9 set LHP dengan 

jumlah 2.579 batang dan volume sebesar 

1.586,11 m3; 

b. Pada Blok RKT Tahun 2019 (periode bulan 

Agustus s/d Desember 2019) sebanyak 32 set 

LHP dengan jumlah 30.749 batang dan volume 

sebesar 15.788,78 m3; 

c. Pada Blok RKT Tahun 2020 (periode bulan 

Januari s/d Juni 2020) sebanyak 24 set LHP 

dengan jumlah 10.369 batang dan volume 

sebesar 4.013,66 m3. 

Adapun realisasi produksi pada RKT 2018, 2019 dan 

2020 dengan rincian sbb : 

a. Pada RKT Tahun 2018 telah tercapai 49.875,16 

m3 (17,97%) dari target sebesar 277.583,37 m3; 

b. Pada RKT Tahun 2019 telah tercapai 15.788,78 

m3 (4,88%) dari target sebesar 323.635,92 m3; 

c. Pada RKT Tahun 2020 (s.d Juni 2020) telah 

tercapai 4.013,66 m3 (1,11%) dari target sebesar 

360.406,94 m3. 

Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock 

kayu yang berada di TPK Hutan pada koordinat S 1º 

52’ 53,996” dan E 114º 11’ 22,698” menunjukkan 

kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau 

perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% 

yaitu sebesar 1,02 %. 

2. 3.1.2 Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari : 

- TPK hutan ke TPK Antara, 

- TPK hutan ke industri 

primer dan/atau 

penampung kayu terdaftar, 

- TPK Antara ke industri 

primer hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar. 

M - Terdapat SK Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan 

dan TPK Antara sesuai SK. Direktur Nomor SK. 

24/IFP-PLK/SSL-L/SK.DIR/II/2019 tanggal 22 

Februari 2019. 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas 

nama Dody Supryanto dengan Nomor Register 

02044-10/PKB-R/XVIII/2019 berdasarkan SK. 

Direktur Nomor : SK.16/IFP/Dir/2019 tanggal 1 

Agsutus 2019. 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas 

nama Riswandy Mansyah dengan Nomor 

Register SKSHHK 01487-10/PKB-R/XVIII/2018  
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berdasarkan SK. Direktur Nomor : 

SK.004/IFP/Dir/2018 tanggal 13 Agsutus 2018. 

- Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas 

nama Dwi Prasetyo dengan Nomor Register 

02043-10/WAS-PKB-R/XVIII/2019 berdasarkan 

SK. Direktur Nomor : SK.17/IFP/Dir/2019 

tanggal 1 Agsutus 2019. 

- Selama periode audit penilikan ke-1, PT 

Industrial Forest Plantation telah melakukan 

penerbitan dokumen angkutan yang sah 

menggunakan dokumen SKSHHK yang 

dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) 

sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar 

dari TPK, yaitu seperti pada tabel berikut : 

1) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara 

Batengkong dengan menggunakan 

logging truck yaitu sebanyak 196 set 

dokumen SKSHHK terdiri atas 7.939 

batang dengan volume sebesar 5.794,21 

m3. 

2) Dari TPK Hutan menuju Industri dengan 

menggunakan truck yaitu sebanyak 1.119 

set dokumen SKSHHK terdiri atas 24.646 

batang dengan volume sebesar 

10.903,49 m3. 

3) Dari TPK Antara Batengkong menuju 

Industri dengan menggunakan truck/ 

rakit/ tongkang yaitu sebanyak 53 set 

dokumen SKSHHK terdiri atas 12.767 

batang dengan volume sebesar 8.462,23 

m3. 

3. 3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/barcode 

pada kayu bulat dari pemegang 

IUPHHK-HA  bisa dilacak balak 

M Berdasarkan hasil foto lapangan dan wawancara 

dengan Sdr. Riswandy selaku petugas TUK, maka 

diketahui bahwa pada stok kayu bulat yang 

dihasilkan dari kegiatan penyiapan lahan pada 

blok/petak RKT 2019 dan 2020 atas nama PT 

Industrial Forest Platation terdapat tanda-tanda 

PUHH / barcode, dan tanda tanda PUHH/barcode 

tersebut tertempel di bontos kayu bulat yang akan 

diangkut dengan Logging Truk. 

Dengan demikian tanda-tanda PUHH/ barcode yang 

ada pada kayu bulat dapat ditelusuri atau dilacak 

balak. 

4. 3.1.3.b Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

M Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh 

PT Industrial Forest Plantation, sehingga  kayu yang 
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pemegang izin. terkirim dari lokasi penyiapan lahan PT Industrial 

Forest Plantation ke TPK Industri dapat dilakukan 

penelusuran asal usul kayunya dan hal ini dilakukan 

secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang 

Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi 

yang didukung secara elektronik via aplikasi 

SIPUHH. 

5. 3.1.4 Arsip SKSKB dan dilampiri 

Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk 

hutan alam, dan arsip FAKB 

dan lampirannya untuk hutan 

tanaman 

M PT Industrial Forest Plantation memiliki arsip 

dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar 

Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar 

dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke 

industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan 

dokumen SKSHHK yaitu sbb : 

- Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Batengkong 

dengan menggunakan logging truck yaitu 

sebanyak 196 set dokumen SKSHHK terdiri atas 

7.939 batang dengan volume sebesar 5.794,21 

m3. 

- Dari TPK Hutan menuju Industri dengan 

menggunakan truck yaitu sebanyak 1.119 set 

dokumen SKSHHK terdiri atas 24.646 batang 

dengan volume sebesar 10.903,49 m3. 

- Dari TPK Antara Batengkong menuju Industri 

dengan menggunakan truck/ rakit/ tongkang 

yaitu sebanyak 53 set dokumen SKSHHK terdiri 

atas 12.767 batang dengan volume sebesar 

8.462,23 m3. 

6. 3.2.1.a Dokumen SPP (Surat Perintah 

Pembayaran) DR dan/atau 

PSDH telah diterbitkan 

M PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen 

SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau 

PSDH pada LHP RKT Tahun 2018, 2019 dan 2020 

yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ 

Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah 

sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan 

tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada 

periode audit penilikan ke-1 yaitu : 

- DR sebesar US $ 235.078,07 

- PSDH sebesar Rp. 1.318.528.818 

7. 3.2.1.b Bukti setor DR dan/ atau PSDH M PT Industrial Forest Plantation telah melakukan 

pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT 
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Tahun 2018, 2019 dan 2020, sesuai dengan kode 

billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ 

Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI 

serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri 

kepada rekening yang benar sesuai ketentuan.  

Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian 

Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan 

kode billing yang diterbitkan dengan rincian seperti 

pada tabel berikut : 

 DR sebesar US $ 235.078,07 

 PSDH sebesar Rp. 1.318.528.818 

Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH 

Triwulan III, IV Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 

2020 antara IUPHHK-HT PT Industrial Forest 

Plantation dengan Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Tengah dan berdasarkan Berita Acara 

tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH 

telah dibayarkan seluruhnya. 

8. 3.2.1.c Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas hutan alam (termasuk 

hasil kegiatan penyiapan lahan 

untuk pembangunan hutan 

tanaman) dan kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu hutan 

tanaman 

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT 

Industrial Forest Plantation telah sesuai dengan 

persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada 

ketentuan yang berlaku di Pulau Kalimantan. 

9. 3.3.1 Dokumen PKAPT NA Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 

Perdagangan Kayu Antarpulau (PKAPT), maka 

dokumen PKAPT yang pernah dimiliki oleh PT 

Industrial Forest Plantation dengan Nomor : 

250/PDN/PKAPT/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 

yang berlaku s/d 17 Februari 2017 oleh manajemen 

PT Industrial Forest Plantation tidak dilakukan 

perpanjangan. 

10. 3.3.2 Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

M Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK 

selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT 

Industrial Forest Plantation telah melakukan 
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penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan 

menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia 

dokumen Surat Persetujuan Berlayar (Port 
Clearence) yang digunakan untuk mengangkut kayu 

hasil produksi PT Industrial Forest Plantation yaitu 

sebanyak 3 (tiga) set. 

Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut 

dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah 

memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera 

indonesia. 

11. 3.4.1 Tanda V-Legal yang 

dibubuhkan sesuai ketentuan 

M PT Industrial Forest Plantation merupakan 

pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki 

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari 

LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat 

PHPL Nomor 037.SPHPL.019-IDN dan berlaku s/d 

tanggal 17 Juni 2024. 

Berdasarkan foto lapangan yang disampaikan 

terdapat tanda V-Legal dengan Nomor 

037.SPHPL.019-IDN yang ditempelkan pada seluruh 

Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga 

tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang 

diterbitkan. 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 4.1.1 Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-

UPL/ RKL-RPL 

M Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen 

AMDAL pada PT Industrial Forest Plantation tidak 

terdapat perubahan pada dokumen tersebut sesuai 

dengan hasil verifikasi pada saat penilaian awal 

sebagai berikut : 

PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

Dokumen Laporan Utama ANDAL, Dokumen RKL, 

Dokumen RPL yang telah mendapatkan 

pengesahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 

188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 

tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan 

Tanaman Industri (UPHHK-HTI) PT Industrial Forest 
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Plantation Seluas 101.840 Hektar di Kabupaten 

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. SK tersebut 

ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah 

a/n Agustin Teras Narang tanggal 5 September 

2009. Terdapat tanda tangan dan cap stempel 

basah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. 4.1.2.a Dokumen RKL dan RPL M Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL 

dan RPL PT Industrial Forest Plantation diketahui 

bahwa dokumen tersebut tidak mengalami 

perubahan sesuai dengan hasil verifikasi pada saat 

penilaian awal di mana PT Industrial Forest 

Plantation telah memiliki dokumen Rencana 

Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen 

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) lengkap 

dan telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/318/2009 

tanggal 5 September 2009. 

3. 4.1.2.b Bukti pelaksanaan pengelolaan 

dan pemantauan dampak 

penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial 

M  Laporan Pelaksanaan RKL RPL Semester I dan 

II Tahun 2019 telah dilaporkan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur 

dan terdapat cap stempel serta tanda tangan 

dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi 

Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kutai 

Kartanegara, bukti bahwa dokumen tersebut 

telah diterima. 

 Selama periode audit terdapat bukti 

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 

sesuai laporan pelaksanaan RKL RPL sebagai 

berikut : 

a. Pemantauan Curah Hujan dengan 

menggunakan ombrometer yang berada di 

Basecamp Sei Belinau Km 75 dan terdapat 

plang rambu sistem peringkat bahaya 

kebakaran yang berada di Basecamp Sei 

Belinau Km 75; 

b. Penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan, 

Penanaman Bekas TPn Hutan, penanaman 

tanah kosong; 

c. Pemantauan laju erosi tanah dan hasil 

pengukuran erosi pada semester I tahun 

2019 erosi actual sebesar 142,59 
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Ton/Ha/Tahun, tingkat erosi ini masih 

tergolong sedang dan nilai IBE sebesar 

4,75 tergolong tinggi; 

d. Pemasangan papan informasi dan 

larangan penggarapan liar dan papan 

informasi perlindungan habitat satwa di 

Kawasan hutan; 

 

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN) 
PRINSIP 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

1. 5.1.1.a Pedoman / Prosedur K3 M Pada periode penilikan ke-1 tidak terdapat 

perubahan pada dokumen Standar Operational 

Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan 

personel yang bertanggung jawab dalam 

implementasi Pedoman/Prosedur K3 pada IUPHHK-

HTI PT Industrial Forest Plantattion yaitu sebagai 

berikut : 

PT Industrial Forest Plantation telah memiliki 

Prosedur K3 dalam bentuk SOP yang berkaitan 

dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebanyak 

11 judul yang telah diterbitkan pada tangggal 1 

Desember 2016. 

Terdapat Kepengurusan Panitia Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (P2K3) periode tahun 2019-2021 

yang telah ditetapkan di Estate Lahei pada tanggal 1 

Maret 2019 oleh Soeprijadi selaku Direktur (SK. 

Direktur Nomor : 014/DIR/IFP/III/2019 tanggal 1 

Maret 2019). 

2. 5.1.1.b Ketersediaan Peralatan K3 M Terdapat Daftar Alat Pelindung Diri (APD) periode 

bulan Juni 2020 yang dibuat oleh Antonius Belawan 

(SDM umum) dan diketahui oleh Mahmal (Manager 

Camp). Berdasarkan daftar APD tersebut, jumlah 

APD ada sebanyak 14 item. 

Berdasarkan hasil foto lapangan yang disampaikan 

dan wawancara dengan Sdr. Sri Mulyono selaku 

Kabag Binhut, diperoleh informasi terkait sarana 

dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Barito 



 
 

Halaman 53 dari 58 

 

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL 

 

 FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019 

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

Kode Judul 

Nusantara Indah, yaitu berupa : 

1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti 

Helm, Sepatu Boot, sarung tangan dan masker 

yang berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 

dan telah dibagikan kepada karyawan dengan 

adanya bukti form pengambilan APD ; 

2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 

dalam kondisi baik / tidak kadarluasa yang 

dipasang pada bangunan kantor, dapur dan 

workshop ; 

3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan 

yang berada di unit mobil operasional dan 

Klinik ; 

4. Terdapat rambu – rambu K3 di Basecamp Sei 

Belinau Km 75 ; 

5. Terdapat bangunan klinik dan 1 orang 

paramedis yang standby berada di di 

Basecamp Sei Belinau Km 75 ; 

6. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul 

jika terjadi keadaan darurat yang dipasang 

pada bangungan kantor, mess dan kantin ; 

 

7. Terpadat peralatan damkarhut seperti cangkul, 

sekop, kepyok, parang, linggis, selang, alkon, 

sepatu, helm, gunting rumput, sarung tangan 

dan rompi. 

3. 5.1.1.c Ketersediaan Peralatan K3 M PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen 

Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan 

Juli 2019 s/d Maret 2020. Berdasarkan laporan 

tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan 

kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Barito 

Nusantara Indah. 

Laporan Kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan 

kepada Disnakertrans Provinsi Kaltim dan 

Disnakertrans Kab. Kutai Kartanegara dan terdapat 

cap/ stempel bukti bahwa laporan tersebut telah 

disampaikan. 

PT Barito Nusantara Indah melakukan upaya 

pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian 
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APD dan penggunaannya serta memberikan 

penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja 

untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan 

tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh 

manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi 

di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan 

papan peringatan safety di lapangan. 

4. 5.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 

membolehkan untuk 

membentuk atau terlibat dalam 

kegiatan serikat pekerja 

M Pada periode audit penilikan ke-1 (Juni 2019 s.d. 

Mei 2020) diketahui bahwa tidak terdapat serikat 

pekerja di lingkungan kerja PT Industrial Forest 

Plantation, namun perusahaan telah memberikan 

kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi 

karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti 

adanya Surat Keputusan Direksi PT Industrial 

Forest Plantation, Nomor: 01/HR-HO/IFP/III/2019 

tanggal 27 Maret 2019. 

5. 5.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP 

M Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas 

nama PT Industrial Forest Plantation periode tahun 

2019 – 2021 dan telah mendapatkan pengesahan 

oleh kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas 

dengan Nomor : KEP.568/12/Disnaker.2019 tanggal 

16 April 2019 tentang Pengesahan Peraturan 

Perusahaan PT Industrial Forest Plantation, dan 

berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 16 

April 2019 s/d 17 April 2021. 

Dokumen Peraturan Perusahaan PT Industrial 

Forest Plantation terdiri atas XIV Bab dan 60 Pasal. 

6. 5.2.3 Pekerja yang masih dibawah 

umur 

M PT Industrial Forest Plantation tidak 

mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan 

termuda atas nama Didik Setiawan dengan jabatan 

sebagai Mandor HSE yang lahir di Pararapak pada 

tanggal 4 Agustus 2000 dan pada saat audit berusia 

19 Tahun 11 bulan. 
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No. Indikator 
Verifier Penyusun Indikator Nilai Bobot / Kematangan 

Indikator Nomor Bobot Nilai 

Kriteria PRASYARAT 

1. 1.1 1.1.1 CD Baik 

(16/18) x 100% = 88,89 % 

BAIK 

1.1.2 D Baik 

1.1.3 CD Sedang 

1.1.4 CD Baik 

1.1.5 CD Sedang 

2. 1.2 1.2.1 CD Baik 
(10/12) x 100% = 83,33 % 

BAIK 
1.2.2 CD Baik 

1.2.3 D Sedang 

3. 1.3 1.3.1 CD Buruk 
(13/15) x 100% = 86,67 % 

BAIK 
1.3.2 D Baik 

1.3.3 D Baik 

4. 1.4 1.4.1 D Baik 

(15/18) x 100% = 83,33 % 

BAIK 

1.4.2 CD Baik 

1.4.3 D Sedang 

1.4.4 CD Sedang 

5. 1.5 1.5.1 CD Sedang 

(14/18) x 100% = 77,76 % 

SEDANG 

1.5.2 D Baik 

1.5.3 D Sedang 

1.5.4 CD Sedang 

Kriteria PRODUKSI 

6. 2.1 2.1.1 D Baik 
(13/15) x 100% = 86,67 % 

BAIK 
2.1.2 D Sedang 

2.1.3 CD Baik 

7. 2.2 2.2.1 D Baik 
(9/12) x 100% = 75,00 % 

SEDANG 
2.2.2 CD Sedang 

2.2.3 CD Buruk 

8. 2.3 2.3.1 D Baik (19/21) x 100% = 90,48 % 

BAIK 2.3.2 D Sedang 
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2.3.3 D Baik 

2.3.4 CD Baik 

9. 2.4 2.4.1 D Baik 
(13/15) x 100% = 86,67 % 

BAIK 
2.4.2 D Sedang 

2.4.3 CD Baik 

10. 2.5 2.5.1 CD Sedang 

(16/21) x 100% = 66,67 % 

SEDANG 

2.5.2 D Sedang 

2.5.3 D Sedang 

2.5.4 D Sedang 

11. 2.6 2.6.1 CD Buruk 

 

(12/21) x 100% = 57,14 % 

BURUK 

2.6.2 CD Baik 

2.6.3 CD Buruk 

2.6.4 CD Sedang 

2.6.5 D Sedang 

2.6.6 CD Buruk 

Kriteria EKOLOGI 

 

12. 3.1 3.1.1 D Baik 

(25/27) x 100% = 92,59 % 

BAIK 

3.1.2 D Baik 

3.1.3 D Baik 

3.1.4 CD Baik 

3.1.5 D Sedang 

13. 3.2 3.2.1 D Sedang 

(16/24) x 100% = 66,67 % 

SEDANG 

3.2.2 D Sedang 

3.2.3 D Sedang 

3.2.4 D Sedang 

14. 3.3 3.3.1 D Baik 

(34/36) x 100% = 94,44 % 

BAIK 

3.3.2 D Baik 

3.3.3 D Sedang 

3.3.4 D Baik 

3.3.5 D Baik 
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3.3.6 D Baik 

15. 3.4 3.4.1 D Sedang (8/12) x 100% = 66,67 % 

SEDANG 3.4.2 D Sedang 

16. 3.5 3.5.1 D Sedang 
(12/18) x 100% = 66,67 % 

SEDANG 
3.5.2 D Sedang 

3.5.3 D Sedang 

17. 3.6 3.6.1 D Sedang 
(12/18) x 100% = 66,67 % 

SEDANG 
3.6.2 D Sedang 

3.6.3 D Sedang 

Kriteria SOSIAL 

18. 4.1 4.1.1 D Baik 

(24/30) x 100% = 80,00 % 

SEDANG 

4.1.2 D Sedang 

4.1.3 D Baik 

4.1.4 D Sedang 

4.1.5 D Sedang 

19. 4.2 4.2.1 D Baik 

(28/30) x 100% = 93,33 % 

BAIK 

4.2.2 D Baik 

4.2.3 D Sedang 

4.2.4 D Baik 

4.2.5 D Baik 

19. 4.3 4.3.1 D Baik 

(30/30) x 100% = 100 % 

BAIK 

4.3.2 D Baik 

4.3.3 D Baik 

4.3.4 D Baik 

4.3.5 D Baik 

20. 4.4 4.4.1 D Sedang 

(18/24) x 100% = 75,00 % 
SEDANG 

4.4.2 D Sedang 

4.4.3 D Baik 

4.4.4 D Sedang 

21. 4.5 4.5.1 D Baik  
 4.5.2 D Sedang 






